BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, pendefinisian, proporsi yang saling
berkaitan dan bertujuan untuk memberi gambaran yang sistematis tentang suatu
fenomena pada umumnya.! Fungsi teori dalam kajian ilmiah adalah untuk

memberikan arahan atau petunjuk sefta,menjelaskan gejala yang diamati. Teori

juga dapat digunakan/Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan

Adapun kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori

dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang

1 Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1997,
him.17.

2 JJ. M. Wuisman, Penelitian llmu-ilmu Sosial, Asas-Asas, Penyunting M. Hisyam, Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, him. 203.

3 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, him. 3.
4 lbid, him.4.

5 Bernard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia : Upaya Pengembangan llmu Hukum
Sistemik yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat, Genta Publishing, Yogyakarta,
2013, him.69.
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dianalisis.® Kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri

kepada unsur hukum.’

Untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan, maka dikemukakan
teori-teori yang relevan dan sesuai dengan permasalahan (fokus kajian) yang
diteliti.

1. Kemashlahatan Hukum Islam (al-Magashid Syariah)

Kata magshud-magashid dalam ilmu nahwu disebut dengan maf’ul bih
yaitu sesuatu yang menjadi obyek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan

dengan tujuan atau bels€rapa tujuan. Adapu asy-Syariah, merupakan bentuk

1d melalui al-ra’yu

3ori hukum.© Imam

tall kemaslahatan umum adalah salah
satu dari sumber-sumber syariah, dengan tiga syarat yaitu : (1) kepentingan
umum atau kemaslahatan umum itu bukan hal-hal yang berkenaan dengan

ibadah, (2) kepentingan atau kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa

10

11

JJ. M. Wuisman, Penelitian IImu-ilmu Sosial, Asas-Asas, Penyunting M. Hisyam, Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, him. 203.

M. Solly Lubis, Filsafat llmu dan Penelitian, Mandar Madju, Bandung, 1994, him. 80.
Ibn Mansur al-Afriqi, Lisan al- ‘4rab, Juz VIII. Dar ash-Shadr, Beirut, t.t, hm. 175.

Istilah lain untuk “istislah” adalah “mashlahah-mursalah”, yaitu: “pembinaan (penetapan)
hukum bersasarkan maslahat (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari
syara’, baik ketentuan secara umum atau secara khusus.” Lihat: Ahmad Hanafi, Pengantar
dan Sejarah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta 1984.

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat
Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, him.9.

Ibid.
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syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari’ah itu
sendiri, dan (3) kepentingan atau kemaslahatan umum itu haruslah merupakan
sesuatu yang esensial (diperlukan) dan bukan hal-hal yang bersifat kemewahan.
Hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan merupakan upaya yang berkaitan
dengan lima tujuan hukum Islam sebagaimana dirumuskan oleh Syatibi yaitu
untuk melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. *?

Kelimanya ini dikenal dengan sebutan al-Magashid Syariah.

Dalam pandangan Syathibi, Allah SWT menurunkan syariat (aturan

kemadaratan (jalbul afasid),baik di dunia maupun di

ibla

juga menyatak ba@ adalah @asla tan. Tidak ada satu
aturan pun _ ) h melainkan di
dalamnya tera L hwa $Serangkaian aturan
yang telah dig' , S  ' lam 33@‘3}1 adalah untuk membawa

juga di akhirat. Kata Kungii
muslim adalah maslahah yang'&rtiny

adalah syariah.'®

Adapun kriteria maslahah, (dawabith al-maslahah) terdiri dari dua bagian:
pertama, maslahat itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang
akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu.® Kedua; maslahat itu bersifat

universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagiannya

12

13

14
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Ibid.

Fathi ad-Daraini, al-Manabhij al-Ushuliyyah fi ljtihad bi al-Rayi fi al-Tasyri, Dar al-Kitab
al-Hadis, Damsyik, 1975, him. 28.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, Dar al-Fikr al-¢ Arabi, Mesir, 1958, him. 336.

Abdul Chair Ramadhan, Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kemaslahatan
Islam, Lisan Hal, Jakarta, 2014, him.18.

Muhammad Khalid Mas’ud, Shatibi’s of Islamic Law, Islamic Research Institute, Islamabad,
1995, him. 157-159.
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(juziyyat). Terkait dengan hal tersebut, Syathibi kemudian mengatakan bahwa
agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemadharatan
maka ia harus menjalankan syariah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah
“Qashdu asy-Syari’ fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari’ah” (maksud
Allah mengapa individu harus menjalankan syariah). Individu yang telah
melaksanakan syariah, maka ia akan terbebas dari ikatan-ikatan nafsu dan
menjadi hamba yang - dalam istilah Syathibi - ikhtiyaran dan bukan

idhtiraran.’

secara hierarkhis,

1) Maslahat

2) Maslahah hajjiyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam

melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini

17
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19

Imam Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari’ah, Juz. |, Dar al-Kutub al-l1imiyyah,
Beirut: t.t., him. 128.

Teori hirarki kebutuhan ini kemudian diambil oleh William Nassau Senior yang menyatakan
bahwa kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan dasar (necessity), sekunder (decency),
dan kebutuhan tertier (luxury). Bandingkan juga dengan pembagian al-Juwaini tentang al-
Magashid Syari’ah, ia membagi menjadi lima tingkatan jika dilihat dari ‘i//lak-nya, yaitu:
yang masuk kategori daruriyat (primer), al-hajat al-ammah (sekunder), makramat (tersier),
sesuatu yang tidak masuk kelompok daruriyyat dan hajiyyat, dan sesuatu yang tidak
termasuk ketiga kelompok sebelumnya. Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma’ali al-Juwaini,
Al-Burhan fi Usul al-Figh, Juz Il, Dar al-Ansar, Kairo, 1400 H, him. 923-930. Bandingkan
juga dengan hirarki al-masalih yang yang diintrodusir oleh Asmuni, yaitu pertama: al-
masalih al-hayawiyah, kedua:al-masalih al-agliyah dan ketiga:al-masalih al-ruhiyah.
Lihat: Asmuni, “Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Magasid Menuju ljtihad
yang Dinamis”, dalam www.yusdani.com.’'Diunduh tanggal 10 Juni 2013, jam: 21.30 WIB.

Imam Syathibi, al-Muwafaqgat...op.cit, Juz. II, him. 7.
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tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian,

namun demikian akan berimplikasi adanya masyaqgah dan kesempitan.?

3) Maslahah tahsiniyyat adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua
kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori tahsiniyyat jika
dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang
dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan.
Pemahaman nilai serta ide yang terkandung dalam teks-teks otoritatif,
dalam hal ini al-Qur’an dan as-Sunnah, tidak dapat dipisahkan dari

satu sama lainnya. Ketiga teori tefsebu@imunculkan dalam masa yang berbeda.

Teori receptio in complexu sebagai teori pertama diperkenalkan oleh Lodewijk
Willem Christian Van Den Berg (1845-1927). Teori ini bermakna bahwa hukum
yang diyakini dan dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan agama yang
diimaninya. Oleh sebab itu, jika seseorang beragama Islam, maka secara
langsung hukum Islam-lah yang berlaku baginya, demikian seterusnya. Dengan
kata lain, teori ini dapat dipadankan dengan sebutan “teori penerimaan secara

kompleks atau sempurna”.?

Berlakunya teori receptio in complexu menunjuk kepada suatu periode
dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi orang Islam. Sejak adanya

kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda kemudian

20

21

Ibid., him. 9.
Muhammad Daud Ali, Bangunan-Bangunan Islam, Bintang, Jakarta, 1968, him.4.

23



memberlakukan hukum Islam bagi umat Islam, khususnya hukum perkawinan
dan hukum waris, yang kemudian disebut dengan hukum kekeluargaan. Untuk
menjamin pelaksanaan hukum tersebut, pemerintah kolonial Belanda
mengeluarkan peraturan Resolutie der Indische Regeering pada tanggal 25 Mei
1760, yang kemudian dikenal dengan Compendium Freijer. Pada Pasal 75
Regeering-Reglement (RR) tahun 1885, dinyatakan bahwa: oleh hakim
Indonesia, hendaklah diberlakukan Undang-Undang Agama (Godsdienstige
Wetten).

Islam oleh hukum adat. Melalw Ind| che Statsregelmg (IS) yang diundangkan
dalam Stbl.1929, disebutkan bahwa hukum Islam dicabut dari tata hukum Hindia
Belanda. Pasal 134 ayat (2) IS tahun 1929 berbunyi:
“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan
diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka
menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu
ordonansi.”
Selanjutnya pada tahun 1937, pemerintah kolonial Belanda
mengemukakan gagasan bahwa wewenang Pengadilan Agama yang mengadili

22
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Usaha untuk meredam gerak maju hukum Islam didasarkan kepada teori receptie. Hukum
Islam dianggap sebagai hukum jika telah dilegalisasi oleh hukum adat. Oleh karenanya, jika
hukum yang diterapkan adalah hukum Islam, namun menurut ketentuan hukum tertulis
(Pasal 131 1S), ia bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat.

Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Rajawali Press, Jakarta, 2004, him.242-243.
Lihat : Pasal 134 ayat (2) Indische Statsregeling tahun 1929.
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masalah kewarisan sejak tahun 1882 dialihkan menjadi wewenang Pengadilan
Negeri. Melalui Stbl 177, kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili
masalah kewarisan dicabut, dengan alasan bahwa hukum waris belum diterima
sepenuhnya oleh hukum adat. Kemudian, teori receptie ini mendapat bantahan
keras dari pemikir Islam Indonesia, yakni oleh Hazairin (1906-1975), dikatakan
olehnya teori receptie adalah “teori Iblis”, karena bertujuan untuk menghapus
hukum Islam. Selanjutnya Hazairin mengemukakan teori receptie exit,
maksudnya bahwa teori ini harus exit (keluar) dari teori hukum nasional
Indonesia karena bertentangan dengafJUD 1945 serta bertentangan dengan al-
Qur’an dan al-Hadits. &

Pada masa s€la

pendapat ya

1. Relasi Agama dengan Negara

Para ahli merumuskan beberapa teori untuk menganalisa relasi agama
dengan negara yang antara lain dirumuskan dalam 3 (tiga) paradigma, yaitu
paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik.

1) Paradigma Integralistik (Unified Paradigm)

Secara umum teori integralistik dapat dinyatakan sebagai kesatuan yang

seimbang dan terdiri dari berbagai entitas. Entitas disini memiliki sifat

25
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27

Hazairin, Tujuh Serangkai Tentang Hukum, Tinta Mas, Jakarta, 1974, him.116.

H. Sayuti Thalib, Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam, Bina
Aksara, Jakarta, 1985, hIm.58-63.

H. Ichtijanto SA, Hukum Islam dan Hukum Nasional, INDHILL Co, Jakarta, 1990, him.86-
87.
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yang berbeda satu sama lain. Perbedaan itu tidak berarti saling
menghilangkan justru saling melengkapi, saling menguatkan dan bersatu.
Dalam kaitannya dengan relasi negara dan agama, menurut paradigma
integralistik, antara negara dan agama menyatu (integrated). Negara selain
sebagai lembaga politik juga merupakan lembaga keagamaan. Menurut
paradigma ini, Kepala Negara adalah pemegang kekuasaan agama dan
kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar
“kedaulatan Ilahi” (divine sovereignty), karena pendukung paradigma ini

meyakini bahwa kedaulatan ber@isal dan berada di “tangan Tuhan”. 28

2)  Paradigma Simbiotik (Symbiotic Paradigm)

konteks 2

dijadikan sebagai hukueg a29 Dalam konteks paradigma simbiotik
ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur
kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena
tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat
Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara negara dan agama

merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh

28 Marzuki Wahid dan Rumaidi, Figh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di
Indonesia, LKIiS, Yogyakarta, 2001, him.24.

29 Adi Sulistyono, "Kebebasan Beragama dalam Bingkai Hukum”, Makalah Seminar Hukum
Islam “Kebebasan Berpendapat VS Keyakinan Beragama Ditinjau dari Sudut Pandang
Sosial, Agama, dan Hukum,” FOSMI Fakultas Hukum UNS, Surakarta,tanggal 8 Mei 2008.
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karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal

dari adanya social contract, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama.
3) Paradigma Sekularistik (Secularistic Paradigm)

Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas. Sebagai gantinya,
paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (disparitas) agama atas
negara dan pemisahan negara atas agama.! Negara dan agama merupakan
dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya
masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh

ini diperkenalke
yang tidak men

agama dengan

dan hukum. Dilihat dari uduts ~ gidah al-din al-Islami yang terdiri
dari tiga komponen, yaitu akidah degan tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa)
sebagai titik sentral, syariah dan akhlak harus tercermin dalam struktur dan
substansi hukum, sehingga konsep hukum dalam lingkungan itu berisi, bukan
hanya semata-mata hukum dalam arti normatif saja, tetapi juga hukum dan
kesusilaan.®® Dalam teori lingkaran konsentris, digambarkan ketiga komponen
itu —agama, hukum, dan negara — apabila disatukan akan membentuk lingkaran

konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat satu dengan

30

Agus Thohir, “Relasi Agama dan Negara”, Makalah Diskusi Kajian Spiritual, HMI
Komisariat FPBS IKIP PGRI, Semarang, tanggal 4 November 2009, him.4.

Marzuki Wahid dan Rumadi, op.cit, hIm.28.
Agus Thohir, op.cit, him.4.
Muhammad Tahir Azhary, op.cit, him.67-68.
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lainnya. Bagan berikut menjelaskan keberlakuan hubungan ketiga komponen

tersebut.

Bagan 1. Hubungan Antara Agama, Hukum dan Negara

NEGARA

sangat besar sekali terhadap ku dan ekaligus pula agama merupakan
sumber utama dari hukum di samping rasio sebagai sumber komplementer.

Negara sebagai komponen ketiga berada pada lingkaran terakhir.

Posisi tersebut memperlihatkan bahwa lingkaran konsentris ini, negara
mencakup kedua komponen yang terdahulu yakni agama dan hukum. Karena
agama merupakan inti dari lingkaran konsentris ini, maka pengaruh dan peran
agama sangat besar sekali terhadap hukum dan negara. Posisi negara diletakkan
pada lingkaran terakhir, bukan berarti bahwa negara “mengungkung” atau
“mengurung” hukum agama. Apabila lingkaran konsentris ini digunakan dalam
konsep pemikiran barat tentang hubungan antara negara dan hukum, maka posisi

hukum berada dalam lingkaran yang di dalam. Negara berada dalam lingkaran

28



berikutnya. Dengan demikian, agama tidak tampak dalam lingkaran itu, karena

ia telah berada di luar lingkaran.®*
2. Pluralisme Hukum

Istilah pluralisme mengacu pada keberadaan lebih dari satu hal pada suatu
wilayah tertentu. Berarti dalam konteks pluralisme hukum, keberadaan lebih
dari satu hukum bersifat mutlak. Pluralisme hukum tidak bisa dimaknai sebagai
penerapan lebih dari satu peraturan pada situasi yang “sama”, karena hal tersebut

bersifat normatif dan tidak empiris. Situasi ini hanya mengidentifikasikan,

bidang kehidu

beroperasi.®’
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Ibid.

“Pluralisme hukum” dibedakan dengan “pluralitas hukum”, istilah “pluralitas” mengacu
pada sebuah situasi yang mencakup beberapa kelompok yang hidup berdampingan, dengan
hukumnya masing-masing. Adapun pluralisme hukum sebagai adanya sebuah situasi dalam
suatu masyarakat dimana suatu mekanisme hukum yang berbeda diterapkan pada situasi-
situasi identik. Rumusan ini masih bersifat problematis. Jhon Griffiths menunjukkan, bahwa
kesamaan atau perbedaan bukanlah sesuatu yang inheren dalam situasi itu sendiri, tetapi hal
itu ditetapkan oleh hukum. Lihat: Keebet von Benda-Beckmann, Pluralisme Hukum, Sebuah
Sektsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis, dalam “Pluralisme Hukum: Sebuah
Pendekatan Interdisiplin,” Penerjemah: Andri Akbar, A. Andang L. Binawan & Bernadinus
Stenly, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis
(HuMa), Jakarta, 2005, him.22.

Jhon Griffiths, “Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual,” dalam
“Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin,”... 1bid., him.116-117.

him.117.

Ricardo Simarmata, “Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum”,...ibid.,
him.,13.
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beragama Islam ada tuntutan untuk menggantikan hukum nasional yang sekular

dengan hukum Islam.*

Dalam perspektif pluralisme hukum perjumpaan antara hukum negara
dengan hukum lainnya bisa menghasilkan integrasi (penggabungan antar
berbagai sistem hukum), inkoorporasi (penggabungan sebagian aturan sebuah
sistem hukum ke dalam sistem hukum yang lainnya) dan penghindaran (salah
satu sistem hukum menghindari keberlakuan sistem hukum yang lainnya).
Dengan lain perkataan, bahwa relasi antar berbagai sistem hukum yang ada bisa

pandangan beberapa ahl (
adalah teori living law dari Eugene Ehrlich, yaitu aturan-aturan hukum yang

hidup dari tatanan normatif, yang dikontraskan dengan hukum negara.**

Pandangan pluralisme hukum dapat menjelaskan bagaimana hukum yang
beranekaragam dapat secara bersama-sama mengatur suatu perkara. Pluralisme
hukum tidak melihat secara dikotomis antara hukum negara dengan hukum adat,
maupun hukum agama. Dalam pluralisme hukum mutakhir, kesemua sistem
hukum yang ada lebih diposisikan sebagai relasi interaktif, kompetitif dan saling

mempengaruhi satu sama lainnya.
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Ibid., him. him.27.
Ibid., him. 8-9.

Sulistyowati Irianto, Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan
Konsekuensi Metodologisnya, ibid., him. 59.
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3. Critical Legal Studies

Critical Legal Studies (CLS) merupakan aliran moderen dalam teori
hukum. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1970-an di Amerika Serikat.*? Esensi
pemikiran CLS terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik.*® Dari
pemikiran “law is politics” itu, CLS berarti sudah langsung menolak dan
menyerang keyakinan para positivis dalam ilmu hukum** yang mengembangkan

pemikiran hukum liberal.

Menurut pandangan CLS, batas pemisah antara hukum dan politik
sebenarnya tidak pernah ada. Hukum bekerja sebagai agenda politik atau
setidak-tidaknya bekerja dengan menyembunyikan agenda politik.*> Roberto
Unger menunjukkan bahwa betapa tidak realistiknya teori pemisahan hukum dan
politik. Analisis hukum yang hanya memusatkan pengkajian pada segi-segi
doktrinal dan asas-asas hukum semata dengan demikian mengisolasi hukum dari
konteksnya. Sebab hukum bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah,
melainkan direkonstruksi secara sosial. Analisis mengenai bagaimana hukum itu
direkonstruksi dan bagaimana rekonsruksi itu sebetulnya diperlukan untuk

mengabsahkan sesuatu tatanan sosial tertentu.*® Telah menjadi kenyataan,

R — = =
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Howard Davies dan David Holdcroft, dikutip dalam Hikmahanto Juwana, “Hukum
Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Maju”, Pidato
Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam llmu Hukum Internasional pada

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 November 2001, him. 7.

Ibid, hIm.7. Lihat juga: Roberto M. Unger, The Critical Legal Studies Movement, Harvard
University Press, Cambridge, 1986, him. 1.

Secara singkat, menurut Scott Gordon, positivisme ialah suatu paham yang menuntut agar
setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan
realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu yang objektif, yang harus dilepaskan dari
sembarang macam prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Diterapkannya ke dalam
pemikiran tentang hukum, maka positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran
metayuridis dari tubuh hukum. Positivisme dalam hukum menghendaki keharusan
ditegaskannya secara jelas mengenai apa yang termasuk ke dalam hukum dan apa yang
tidak. Lihat: Soetandyo Wignjosoebroto, “Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum”,
dimuat dalam Jurnal Wacana, Edisi 6, Tahun 11, 2000, him.12.

Soetandyo Wignjosoebroto, Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan
Hukum, Setara Press, Malang, 2013, him.135.

Dalam bahasa lain, Robert Unger merumuskan bahwa segala revisi terhadap bentuk dan
penggunaan hukum akan menyingkapkan perubahan-perubahan pada pengaturan dasar
masyarakat dan pada konsepsi-konsepsi yang dipunyai manusia tentang dirinya sendiri.
Pada saat yang sama, apapun yang bisa kita pelajari tentang perubahan-perubahan ini akan
membantu kita menafsirkan ulang tatanan hukum. Lihat: Robert M. Unger, Teori Hukum
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bahwa hukum dalam praktik, baik ketika masih dalam tahap penerapannya
sebagai hukum in concreto, selalu saja merupakan hasil proses yang amat sarat

dengan muatan motif-motif politik yang tersembunyi.*’

CLS mengkritik hukum yang berlaku, yang nyatanya memihak ke politik
dan sama sekali tidak netral. CLS berusaha untuk membuktikan bahwa di balik
hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang
netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang
bias kultur, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi.*® Menurut pandangan
CLS, doktrin hukum yang selama ini terbentuk, sebenarnya lebih berpihak
kepada mereka yang mempunyai kekuatan (power), baik itu kekuatan ekonomi,
politik ataupun militer. Oleh karena itulah, maka dalam memahami masalah
hukum juga harus selalu dilihat dari konteks power-relations.*®

Penolakan yang paling mendasar dari CLS ini adalah terhadap anggapan
dari ahli hukum tradisional menyangkut : 1. Hukum itu objektif, artinya
kenyataan adalah tempat berpijaknya hukum 2. Hukum itu netral, artinya hukum
menyediakan jawaban yang pasti dan dapat dimengerti 3. Hukum itu netral,
artinya tidak memihak kepada pihak tertentu 4. Hukum itu otonom, artinya tidak

dipengaruhi oleh politik atau ilmu-ilmu lainnya.>°

Untuk mengkritisi doktrin hukum yang telah terbentuk selama ini, CLS
menggunakan tiga metode, yakni:®! pertama, trashing, yaitu dilakukan untuk
mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Teknik
trashing dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang

bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan. Kedua, deconstruction,
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Kritis, Terjemahan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowati, Nusamedia, Bandung, 2008,
him.253.

Ibid, him.136.

Peter Fitzpatrick, dikutip dalam Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis (Paradigma
Ketidakberdayaan Hukum), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, him. 5.

Abdulkadir Jailani, “Hukum Internasional Pasca Perang Irak: Legalisasi Politik
Internasional dan Politisasi Hukum Internasional”, dimuat dalam Jurnal Hukum
Internasional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Januari 2005, him. 336.

Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, Filsafat Hukum. Mencari Hakikat
Hukum, Edisi Revisi, Penerbit UNSRI, Palembang, 2008, him.72.

Arthur dan Shaw, dikutip dalam Himahanto Juwana, op. cit., him. 8.
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adalah membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan melakukan
pembongkaran ini, maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum.>2
Ketiga, genealogy, adalah penggunaan sejarah dalam menyampaikan
argumentasi. Genealogy digunakan karena interpretasi sejarah sering didominasi
oleh pihak yang memiliki kekuatan. Interpretasi sejarah ini yang kemudian

digunakan untuk memperkuat suatu konstruksi hukum.
6. Hukum Responsif

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, dimana
tujuan sistem hukum mensyaratkan terpenuhinya 3 (tiga) unsur yang selalu
menjadi  tumpuan hukum, yakni keadilan (gerechtigkeit), kepastian
(rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigket). > Hukum dalam
pengertiannya yang umum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang berfungsi
sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia

ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.>*

Dalam paradigma baru, hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang
berdiri sendiri, melainkan harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan
tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam
masyarakat. Di dalam hukum yang responsif terbuka lebar ruang dialog untuk
memberikan wacana dan adanya pluralistik gagasan sebagai sebuah realitas.
Karena itu, hukum yang responsif tidak lagi mendasarkan pertimbangan yuridis
belaka, melainkan mencoba melihat sebuah persoalan dari berbagai perspektif
dalam rangka untuk mengejar apa yang disebut “keadilan substantif’. Konsep
pembangunan hukum yang responsif dirumuskan oleh Philippe Nonet dan Philip

Selznick. Secara historis teori hukum responsif merupakan tujuan utama
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Dekonstruksi dalam hukum merupakan strategi pembalikan untuk membantu mencoba
melihat makna istilah tersembunyi, yang kadangkala istilah tersebut telah cenderung
diistimewakan melalui sejarah. Dekonstruksi itu sendiri tetap berada pada hubungan
istilah/wacana tersebut. Lihat: H.R. Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan dan
Dinamika Masalah), Refika Aditama, Bandung, 2009, hlim.74.

Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum
..op.cit, him.15.

Muchtar Kusumaatmaja dalam Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak
Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia, Alumni,
Bandung, 2000, him.17.

33



penganut realisme hukum (legal realism)® dan sociological jurisprudence.®®
Teori hukum ini menginginkan hukum menjadi lebih responsif terhadap
kebutuhan sosial, untuk mencapai tujuan ini mereka mendorong perluasan

bidang lain yang memiliki keterkaitan secara hukum.”®’

Keberadaan teori hukum responsif membawa “angin segar” bagi dunia
hukum Indonesia yang sedang krisis. Orientasi penegakan hukum yang selama
ini cenderung pada positivisme semata menghasilkan produk hukum yang
memiliki efektifitas berlaku yang rendah di masyarakat. Kehadiran teori ini
banyak memberikan harapan baru orientasi penegakan hukum yang lebih
responsif terhadap nilai yang hidup di masyarakat. Teori hukum responsif
berpendapat bahwa “hukum yang baik seharusnya memberikan suatu yang lebih
daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus kompeten dan juga
adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen

terhadap tercapainya keadilan substantif.”®

Sekalipun tesis Philippe Nonet dan Philippe Selznick ini bukanlah teori
yang mampu menyelesaikan semua problem praktis, tetapi memberikan
perspektif dan kriteria untuk mendiagnosis dan menganalisis problem-problem
hukum yang muncul di masyarakat dengan penekanan khusus atas dilema--
dilema institusional dan pilihan-pilihan kebijakan yang kritis. * Hukum
responsif memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan
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doktrin, dan praktek hukum. Ibid, him.185

Philippe Nonet & Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsif Law
(edisi terjemahan oleh Huma), Huma, Jakarta, 2003, him.59.

Ibid, him. 60.

A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (ed), Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku
I1l, Sinar Harapan, Jakarta, 1990, him. 158.
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hukum lebih terbuka. Dalam pengertian ini, arena hukum menjadi semacam
forum politik, dan partisipasi hukum mengandung dimensi politik. Dengan
perkataan lain, aksi hukum merupakan wahana bagi kelompok atau organisasi

untuk berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan umum.®°

Philippe Nonet dan Philipe Selznick membedakan tiga klasifikasi dasar
dari hukum dalam masyarakat, yaitu: hukum sebagai pelayan kekuasaan represif
(hukum represif), hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan
represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), dan hukum sebagai
fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum
responsif).5! Philippe Nonet dan Philipe Selznick beranggapan, bahwa hukum
represif, otonom, dan responsif bukan saja merupakan tipe-tipe hukum yang
berbeda tetapi dalam beberapa hal juga merupakan tahapan-tahapan evolusi
dalam hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib politik. Keduanya
selanjutnya  menyebut  tahapan-tahapan  evolusi  tersebut  sebagai

model perkembangan (developmental model).®2

Philippe Nonet dan Philipe Selznick berargumen bahwa hanya tahapan
hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil.
Model perkembangan dapat disusun ulang dengan fokus pada hukum otonom,
dengan menunjuk pada konflik-konflik pada tahapan tersebut yang
menimbulkan tidak hanya risiko kembalinya pola-pola represif namun juga

kemungkinan terjadinya responsivitas yang lebih besar.®

Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan
dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan,
bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah
mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam

model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap
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Mulyana W. Kusumah, Perspektif, Teori, dan Kebijaksanaan Hukum, Jakarta: Rajawali,
1986, him. 18.

Philippe Nonet & Philippe Selznick, Law and Society in Transition, Towars Responsive
Law, diterjemahkan Raisul Muttagien, Hukum Responsif, Bandung: Nusamedia, 2008, him.
18.

Ibid. him. 23
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doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.
Produk hukum yang berkarakter responsif proses pembuatannya bersifat
partisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen
masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok masyarakat dan juga
harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari
masyarakat. Artinnya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa
untuk melegitimasikan kekuasaannya. Tujuan hukum harus benar-benar untuk
mensejahterakan masyarakat dalam kepentingan yang lebih besar, bukan untuk

kepentingan mereka yang berkuasa.

7. Hukum Progreéif

Hukum tersebutidak n@ermi‘ 1 seb itusi yang mutlak serta
final, melainka “;:...:;‘ af, oleh kemamp _ mengabdi kepada
manusia.®®  { ‘

Gagasan mengusung Sembangunan_4fukim nasional yang progresif

sebetulnya bertolak dari keprihatian bahwa ilmu hukum praktis lebih
menekankan paradigma peraturan, ketertiban dan kepastian hukum, yang
ternyata kurang menyentuh paradigma kesejahteraan manusia sendiri. Satjipto
Rahardjo mengatakan bahwa perbedaannya terletak pada ilmu hukum praktis
yang menggunakan paradigma peraturan (rule), sedang ilmu hukum progresif
memakai paradigma manusia (people). Penerimaan paradigma manusia tersebut
membawa ilmu hukum progresif untuk memedulikan faktor perilaku (behavior,

experience).%
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Ibid, him. 84.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing,
Yogyakarta, 2009, him. 1

Hal ini bertentangan diametral dengan paham bahwa hukum itu hanya urusan peraturan.
Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan bahwa sebaiknya tidak
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Bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, sedang pada
ilmu hukum praktis manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum.
Disinilah letak pencerahan oleh ilmu hukum progresif. Oleh karena ilmu hukum
progresif lebih mengutamakan manusia, maka ilmu hukum progresif tidak
bersikap submisif atau tunduk begitu saja terhadap hukum yang ada melainkan
bersikap kritis.®” Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman,
mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta

mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek

moralitas dari sumber daya manusiagpenegak hukum itu sendiri.®® Hukum

tersebut menyingkap ta kegagalan hukum modern

Bir dan menggeledah berba

Bagi hukum ;@;' “pros baha%ak ,g berpusat pada
A 2 pel? hukur@enga dlalisasikan hukum
I ya ol tepat. vk hukum progresif dapat
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berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Lihat: Satjipto Rahardjo,
Biarkan Hukum Mengalir, Kompas, Jakarta, 2008, him.138.
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Hukum progresif menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan
hukum di Indonesia. Lihat: Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas,
Jakarta, 2006, him. ix.

Hukum progresif didasarkan oleh keprihatinan terhadap kontribusi yang rendah oleh ilmu
hukum di Indonesia dalam mencerahkan bangsa keluar dari krisis termasuk krisis dalam
bidang hukum. Munculnya hukum modern mengguncang ketertiban dalam masyarakat.
Hukum yang seyogyanya dibutuhkan untuk menciptakan atau menata ketertiban masyarakat
pada praktiknya seringkali justru meminggirkan ketertiban yang telah ada dalam mayarakat
lokal atau masyarakat adat. Hukum adat bukan lagi menjadi landasan hukum nasional,
melainkan dikalahkan oleh hukum nasional, yang diumpamakan dengan “memasukkan
kambing dan harimau dalam satu kandang”. Hukum modern meminggirkan kehidupan
dalam tatanan lokal dan kaidah-kaidah sosial yang menata ketertiban di masyarakat. Lihat:
Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum ... op.cit, him. 11.
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law). Hukum progresif, seperti juga interessenjurisprudenz’® tidak sekali-kali
menafikan peraturan yang ada sebagaimana dimungkinkan dalam aliran frei
rechtslenre. Meski begitu, ia tidak seperti legisme yang mematok peraturan
sebagai harga mati atau analytical jurisprudence yang hanya berkutat ada proses
logis-formal. Hukum progresif merangkul, baik peraturan maupun
kenyataan/kebutuhan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam
setiap keputusan.”* Hukum progresif maupun interessenjurisprudenz dan legal

realisme, memiliki semangat dan tujuan yang sama, yakni menempatkan

kepentingan dan kebutuhan manusiase

Satjipto Rahard fa mengemukakan bahwa pe gakan hukum lebih dari
sekedar menerapkan ur ¢ letter law), karena

agai tujuan utama dari hukum.™

tilah hukum Belanda

ta: “recht” dan “politiek. ”

dalamnya terkandung pula arti “beleid”, yang biasanya diartikan sebagai
kebijaksanaan atau kebijakan (policy).’* Pengertian kebijakan diartikan oleh
para ahli dengan beragam. Laswel dan Kaplan mengartikan kebijaksanaan

(policy) sebagai “a projected program of goal, values, and practices. ” Anderson
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Interessenjurisprudenz secara tegas menolak pertimbangan yuridis yang legalistik yang
dilakukan secara pasang-jarak dan in abstracto.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, Teori Hukum... op.cit, him.
191-192.

Ibid, him.192.
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, ...op.cit, him. 77-80.

Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999,
him.235.
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memberikan arti “policy ” sebagai: “a purposive course of action followed by an

actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”.”™

Padmo Wahyono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar
yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.”®
Oleh karena pendefenisian ini masih bersifat abstrak, kemudian dilengkapi oleh
Padmo Wahyono, dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan
penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum
sesuatu. Dalam hal ini, kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan

yang akan datg (ius%s
Senada dengan Paﬁﬁ

hukum sebagai aktivitdSime

apa yang hendak dicapai dengan sisten hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan
yang mana yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut;
(3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara bagaimana

perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola

75

76

7

78

Thomas R. Dye dalam Muhammad Akib, Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan
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him.160.
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No.29/April 1999, him.65.

Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him.25.
Satjipto Rahardjo, IImu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, him.352.
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yang baku dan mapan, yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan

tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.&

Hal yang sama juga diutarakan oleh Moh. Mahfud, bahwa politik hukum
adalah “legal policy” atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan
diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian
hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara yang mencakup proses
pembuatan dan dan pelaksanaan hukum. Politik hukum merupakan proses
memilih tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan

au tidak diberlakukan yang
kan untuk mencapal zjuan negara sepertl yang tercantum

al 1 merupakan produk
pandgn\%agal depe dent

sedangkan pt|k ,ﬁkkan

iabel terpengaruh),

riable” (variabel

produk hukum sutlah® terkooPtasimkekuas? ., 53 Sementara itu, Soehardjo
mengatakan “...antara ht ‘ :
dengan recht, politik dlkaltka dehgdn | acht, dengan demikian, hubungan
antara keduanya diungkapkan sebagai: ”...recht bendichte Werking des macht,

nicht macht bendichte Werking des recht....”3*

Dalam konteks Indonesia, maka arah kebijakan hukum yang hendak
dibangun dan dikembangkan selain ditujukan untuk menciptakan sistem hukum

nasional, juga yang lebih penting adalah mewujudkan kesejahteraan
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masyarakat.® Inilah yang dimaksudkan oleh Bagir Manan sebagai salah satu

bagian dari politik hukum yang bersifat tetap.%®

Penjelasan tersebut di atas sejalan dengan pendapat Abdul Hakim, yang
mengatakan bahwa hukum yang hendak dibangun seyogianya harus senantiasa
mengacu kepada cita-cita masyarakat Indonesia, yaitu tegaknya negara hukum
yang demokratis dan berkeadilan sosial. Atas dasar pandangan yang demikian

dikatakan bahwa politik hukum Indonesia sesungguhnya harus berorientasi pada

cita-cita negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan

berkeadilan sosial dalan

sebagaimana yang ang dalam Pembu z n UUD 19458

hakuny eh bangan hukum yang dibangun.*°
Politik hukum diartikan dalam arti luas, yang meliputi kebijakan tentang hukum
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yang berlaku (ius constitutum) ! dan hukum yang akan diberlakukan (ius

constituendum).®?

Menurut Solly Lubis, politik hukum dan wawasan politik hukum keduanya
bertalian erat walaupun tidak sama persis. Politik hukum adalah kebijaksanaan
politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku,
mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Garis-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN) adalah dokumen politik yang harus memuat garis
politik hukum. Sedangkan wawasan politik hukum adalah konsep strategis yang

91

92

93

lus constitutum dalam kepu aan antika
dan yang akan datang. lus constitutil adalah suatu istilah bahasa Latin yang
berarti hukum yang telah ditetapkan. Llhat Abdul Latif dan Hasbi Ali, op.cit, him.37.

lus constituendum dalam arti harfiah, yakni hukum yang seharusnya berlaku meliputi dua
pengertian, yakni apa dan bagaimana hukum yang harus ditetapkan serta apa dan bagaimana
penetapan hukum itu. Pembicaraan mengenai apa dan bagaimana hukum yang harus
ditetapkan (ius constituendum) itu meliputi apakah hukum dan ketentuan hukum itu,
bagaimana perumusan ketentuan hukum itu, bagaimana fungsi bahasa dalam perumusan
ketentuan hukum itu, dan bagaimana isi ketentuan hukum itu. Menurut Oppenheim, hukum
adalah “a body of rules for human conduct within a community which by common consent
of this community shall be enforced by external power.” Dari definisi itu tampak bahwa
hukum merupakan seperangkat ketentuan (rules) bagi tingkah laku manusia dalam
kehidupan masyarakat. Ketentuan (rule) itu oleh Black diartikan “a legal precept attaching
a definite detailed legal consequence to a definite detailed statement of act.” Dengan
demikian, berdasarkan pengertian itu ketentuan hukum adalah suatu aturan yang
menetapkan akibat hukum tertentu pada suatu fakta tertentu. Akibat hukum itu bila dilihat
dari Hukum Tata Negara dapat pula merupakan wewenang atau tugas. Adapun fakta dalam
pengertian itu dapat merupakan suatu subjek, suatu keadaan atau perbuatan. Hukum yang
harus ditetapkan sebagai ius constituendum itu dengan demikian adalah suatu ketentuan
hukum, mungkin satu ketentuan hukum saja atau mungkin seperangkat ketentuan-ketentuan
hukum. Ibid, him.37-38.

Solly Lubis, Serba-Serbi Politik Hukum, Edisi 2, Sofmedia, Jakarta, 2011, him.51.
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Bagan 2. Siklus Kebijakan

PEMBENTUKAN PENERAPAN
KEB”'T;(DSQ,\'\/‘IAAN L KEP%JL/:‘(':(\'(A‘N — > PERATURAN > PERATURAN
w ) ( ) (LAW MAKING) (LAW ENFORCEMENT)
7y
L
FEED BACK P MONITORING DAN
(UNTUK THE NEW POLICY) | EVALUASI

(Sumber: Solly Lubis, 2011)

keamanan dalam segala aspek dan dimensi kehidupan nasional berdasarkan

landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional norma UUD 1945, dan landasan
visioner wawasan nusantara.®* Dari pengertian tersebut, dapat kita jabarkan lebih
detail bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam ketahanan nasional yakni:
aspek pengaturan, aspek penyelenggaraan, aspek kesejahteraan, dan aspek

keamanan.%®

Sebagai landasan visional bangsa, wawasan nusantara merupakan penjabaran lanjut dari
Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, wawasan nusantara senantiasa harus menjadi latar
belakang pemikiran dan pertimbangan utama, serta menjiwai setiap proses perumusan
kebijaksanaan dan pengambilan keputusan strategis penyelenggara negara. Dalam
mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif maka harus didukung dengan sistem
kewaspadaan nasional sebagai bagian dari kepentingan nasional (national interest) terkait
dengan konsep geopolitik Indonesia sebagai doktrin dasar pembangunan yang dijiwai oleh
falsafah Pancasila.

Pengaturan menunjuk kepada sistem(aturan)’ hukum ketatanegaraan, penyelenggaraan
menunjuk kepada sistem politik berdasarkan prinsip pembagian cabang kekuasaan:
legislatif, eksekutif dan yudikatif (division of power). Kesejahteraan dan keamanan
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Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamik bangsa Indonesia yang
meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan
nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan
baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas,
integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai

tujuan nasionalnya.%

Konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah konsepsi pengembangan

e
Pancasila, UUD/1945 danwawasan fili

sional da%. arti
 iceologigpolitik/e

lainnya harus SIing mengisi dan Ing supay: tercipta ketahanan

nasional yang solid dandanggL 98 Penting dipahal

dari geopolitik. % Karenifthgeos rategi ‘@dalah “stfategi atau suatu pelaksanaan
kebijakan politik yang disusun atas dasar pertimbangan geografis.

96

97

98

99

100

merupakan tujuan dan cita-cita nasional yang harus diwujudkan oleh penyelenggara negara.
Antara keamanan dan kesejahteraan tidak bisa dipisahkan walaupun dapat dibedakan, ibarat
dua sisi mata uang yang sama.

Lihat: Pokja Geostrategi dan Tannas,... op.cit, him.11.
Ibid, him.11.
Solly Lubis, op.cit., him.236.

Geostrategi diartikan sebagai metode dan aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan
tujuan melalui proses pembangunan nasional yang memberikan arahan tentang bagaimana
membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna
mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Di Indonesia
geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena
tujuan itulah, ia menjadi doktrin pembangunan dan diberi nama ketahanan nasional. Ermaya
Suradinata, Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI,
Suara Bebas, Jakarta, 2005, him.10 & 33.

Geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud
kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik

44



Ermaya Suradinata mengatakan, geopolitik dan geostrategi akan menjadi
lemah apabila kekuatan geopolitik dan geostrategi negara lain lebih dominan
dalam mengendalikan sistem pertahanan negara, sistem demokrasi, sistem
ekonomi, serta sistem hukum. Oleh karena itu, sistem pertahanan negara, politik,
hukum, ekonomi dan demokrasi hanya dapat benar-benar terlindungi apabila
geopolitik dan geostrategi efektif didasarkan pada hukum dasar konstitusi dari

negara yang kuat.!

Ketahanan nasional pada hakikatnya tergantung kepada kemampuan

(kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial
dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak
langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Geopolitik bertumpu
kepada geografi sosial (hukum geografi), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi
dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Ibid.,
him.11.

101 Ibid., him.v.
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Bagan 3. Hubungan Trigatra dengan Pancagatra

TRIGATRA PANCAGATRA

SOSIAL -
BUDAYA

(Astagatra). Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan

pada gatra lainnya dan mempengaruhi kondisi keseluruhan.
10. Sistem Hukum dan Penegakan Hukum

Lili Rasjidi menyatakan bahwa membicarakan hukum sebagai suatu
sistem®?? selalu menarik dan tidak pernah menemukan titik akhir karena sistem
hukum (tertib hukum atau stelsel hukum) memang tidak mengenal bentuk final.

Munculnya berbagai pemikiran baru - sekalipun di luar disiplin hukum - selalu

102 parson menempatkan hukum sebagai salah satu dari sub sistem dalam sistem sosial yang
lebih besar. Di samping hukum, terdapat sub-sub sistem lain yang memiliki logika dan
fungsi yang berbeda-beda. Sub-sub sistem dimaksud adalah budaya, politik dan ekonomi.
Keberadaan tiap sub-sistem tersebut menentukan hidup matinya sebuah masyarakat. Untuk
menjamin itu, maka hukum berperan menata keserasian dan gerak sinergis dari tiga sub-
sistem tersebut. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage, Teori
Hukum...op.cit, him.137.
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dapat membawa pengaruh kepada sistem hukum. 1% Satjipto Rahardjo
mendefinisikan sistem sebagai berikut:
“Sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas
bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang
demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian -
bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian -

bagian tersebut bekerja secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari
kesatuan tersebut.”1%

Lebih lanjut, Shrode dan VVoich menyatakan bahwa pengertian dasar yang
terkandung dalam sistem tersebut adalah sebagai berikut:

= =

1.  Sistem itu berorientasi pada tujuan;

2.  Keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian-bagiannya

(wholism);

3. Suatu sistem berorientasi dengan sistem yang lebih besar, yaitu

lingkungannya (keterbukaan sistem);

4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang

berharga (transformasi);
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan); dan
6.  Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).1%

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum,
yaitu: 1% sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah,
namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan
setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka
panjang yang berkesinambungan, aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau
bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang.
Inilah struktur sistem hukum, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap

103

104

105

106

Darji Darmodihardjo, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia,
Radjagrafindo Persada, Jakarta,1996, him.149.

Satjipto Rahardjo, Imu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, him.48.
Loc cit.

Lawrence M. Friedman, American Law An Introduction Second Edition (Hukum Amerika
Sebuah Pengantar), Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, him. 7-9.
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bertahan, bagian yang member semacam bentuk dan batasan terhadap
keseluruhan. Struktur sistem hukum terdiri dari unsur berikut ini: jumlah dan
ukuran pengadilan, yurisdiksinya (yaitu, jenis perkara yang diperiksa, dan
bagaimana serta mengapa), dan cara naik banding dari satu pengadilan ke
pengadilan lain. Jelasnya struktur adalah semacam sayatan sistem hukum,
semacam foto diam yang menghentikan gerak. Aspek lain sistem hukum adalah
substansinya, yaitu aturan, norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada
dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang

yang berada dalam sistem hukum ituf*keputusan yang mereka keluarkan, aturan

pada hukum hukum yang
itab hukum (law books).

harapannya. Pengan Eta lain b aﬁu adala@asana )ikiran sosial dan
al yang fienéntukan b humlgunan, dihindari atau

itu. Budaya hukum adalah apa@”sajanafau Siapa saja yang memutuskan untuk
menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu

digunakan.%’

Secara lebih rinci, Soerjono Soekanto®® menganalisa ada beberapa faktor
yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: pertama, faktor hukum (subtance)
atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya,
yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan
hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau
fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor

masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau

107

108

Ibid, him.9.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali,
Jakarta, 1983, him.4-5.
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diterapkan, yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor
kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu Satjipto Rahardjo, '®® membedakan berbagai unsur yang
berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya
pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria
kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang
terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-

supermasi
dikaitkan

untuk mewujudk

Muladi, implemel

disertai kesadaran bahwa peegak huum merupakan subsistem sosial,
sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh politik, ekonomi

sosial budaya, Hankam, Iptek, pendidikan dan sebagainya. ltulah sebabnya

109

110

111

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, 1983, him 23-24.

Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan yang menjamin keadilan
bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan
negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh
hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.
Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, Asaz-Asaz Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1991, him. 110. Konsepsi atau istilah "negara hukum" tidak ditemukan dalam
naskah asli UUD 1945 yang menjadi hukum dasar pendirian NKRI yang diproklamirkan
pada tanggal 17 Agustus 1945, namun hanya ditemukan dalam penjelasan UUD 1945, yaitu
istilah rechtsstaat yang dilawankan dengan istilah machtstaat. Setelah perubahan ketiga
UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dalam Pasal 1 (3) secara tegas
disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", rumusan seperti ini juga
terdapat dalam Konstitusi RIS Tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, ...op.cit, him. 23-24 .

49



penegakan hukum tidak bisa hanya dapat mengandalkan logika dan kekuasaan

saja.l?

Wolf Middendorf!'® menyatakan penegakan hukum akan berjalan efektif
apabila dipenuhi tiga faktor yang saling berkaitan yaitu:

1.  Adanya undang-undang yang baik (good legislation);
2.  Pelaksanaan yang cepat dan pasti (quick and certain enforcement); dan

3. Pemidanaan yang layak atau sekedarnya dan seragam (moderate and

uniform sentencing).

idana itu terkandung
yaitu:  kekuasaan
legislatif/formulatif .7.- iskan perbuatan apa yang
dapat dipidana dan 7 dikenakan, kekuasaan
yudikatif/aplikatif dalam mera an ukum pidana, dan kekuasaan

eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.t!®

Tahap kebijakan legislatif merupakan bagian pertama dalam serangkaian
proses penegakan hukum. Kebijakan legislatif diwujudkan dengan adanya
ketentuan kriminalisasi. Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan
penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau
golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana

112

113

114

115

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro
press, Semarang, 2002, him. 69.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan
Pidana Penjara, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, him.50.

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum
Pidana, Citra Aditya, Bandung, 2005, him:30.

Ibid, him.30
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menjadi perbuatan pidanat*®

atau proses penetapan suatu perbuatan sebagai
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar
larangan tersebut.’ Hukum mewujud dalam undang-undang sebagai sarana
perubahan sosial, berarti perundang-undangan merupakan bagian dari suatu
kebijakan tertentu. Dengan demikian, undang-undang adalah satu rangkaian

alat-alat yang dimiliki oleh pemerintah untuk mewujudkan kebijakan tersebut.*®

Dalam kaitan ini Sudarto berpendapat bahwa dalam menentukan masalah
kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:1*°

an dan mengadakan

sendiri, demi

3. Penggunaan hukum pidahé hamus ale memperhitungkan prinsip “biaya
dan hasil” (cost-benefit principle).

4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan

sampai ada kelampauan beban tugas (overblasting).

Menurut Moeljatno ada tiga kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi
dalam proses pembaharuan hukum pidana, yakni: pertama, penetapan suatu

perbuatan sebagai perbuatan terlarang (perbuatan pidana) harus sesuai dengan

116

117

118

119

Soerjono Soekanto, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, him. 62.
Suwondo, Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1982, him. 61.

Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan, Sinar
Grafika, Jakarta, 1991, him.19.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
1998, him. 161.
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perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, apakah ancaman pidana
dan penjatuhan pidana itu adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya
larangan-larangan tersebut. Ketiga, apakah pemerintah dengan melewati alat-
alat negara yang bersangkutan, betul-betul mampu untuk benar-benar

melaksanakan ancaman pidana kalau ternyata ada yang melanggar larangan.*?

11. Bekerjanya Hukum

Bekerjanya hukum dimulai dengan pembuatan hukum, pembuatan hukum

merupakan pencerminan model masyarakatnya.Teori yang digunakan untuk

kekuatan dan personal ters )
hukum itu dibentuk.

Dalam upaya mewujudkan tercapainya efektifitas hukum, Robert Seidman

menyatakan rumusan bekerjanya hukum dalam proposisi sebagai berikut:*??

1. Setiap peraturan perundang-undangan mengatur bagaimana seseorang

pemegang peran (role occupant) itu seharusnya bertindak;

2. Bagaimana pemegang peran itu bertindak sebagai reaksi terhadap

peraturan perundang-undangan yang berfungsi mengatur berikut sanksi-

120 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Cipta, Jakarta, 1985, him. 5.

121 Robert B. Seidman & William J. Chambles, Law, Order, and Power, Printed in United
States of America, Pubhlised Stimulant Costly in Canada Library of Congress Catalog Card
No. 78-111948.

122 Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit, , him.46-47.
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sanksinya, aktivitas dari lembaga pelaksana serta keseluruhan lingkungan

yang mempengaruhi termasuk dirinya;

3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu bertindak sebagai reaksi
terhadap peraturan perundang-undangan yang berfungsi mengatur berikut
sanksi-sanksinya, dan keseluruhan kekuatan-kekuatan politik, sosial, dan
lain-lain yang mempengaruhi serta umpan balik yang datang dari

pemegang peran;

4.  Bagaimana peran pembuat undang-undang itu bertindak sesuai fungsi yang

inya, politik, ideologi, dan

balik yang datang dari

ari dua sisi, yaitu sisi

ukum dapat dilihat

Bagan di bawah ini menjéela ang bekerjanya (implementasi) sistem
hukum di masyarakat yang dipengaruhi oleh adanya kekuatan-kekuatan baik
sosial maupun personal, serta adanya norma dan tuntutan terhadap lembaga

penerap sanksi dan pemegang peran.

123 gatjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat , Angkasa, Bandung, 1986, him.48.

124 Esmi Warrasih, Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang,
2005, him. 83.
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TUNTUTAN ———3p1 PENERAP SANKSI

Bagan 4. Bekerjanya Hukum

LEMBAGA

PEMBUAT HUKUM [

A 4

NORMA

LEMBAGA

Hukum adalah sarana untuk mencap

NORMA

IATAN PENERAPAN
PEMEGANG

PERAN

|

KEKUATAN-KEKUATAN
SOSIAL & PERSONAL

SANKSI

juan yang diidealkan bersama. Cita-cita

hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi

maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum dimaksudkan untuk

meningkatkan kesejahteraan umum. Di samping itu, hukum juga merupakan

suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan

tertib.*?® Tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya

merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang

bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga

hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat).'?5

125

126

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004,

him.69.

Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai
Landasan Pengembangan Illmu Hukum Nasional Indonesia, Disertasi, Universitas

Padjajaran, Bandung, 1996, him.214.
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Menurut Achmad Ali, efektif atau tidaknya hukum, tidak semata-mata
ditentukan oleh peraturannya, tetapi juga dukungan dari beberapa institusi yang
berada disekelilingnya, seperti faktor manusianya, faktor kultur hukumnya,
faktor ekonomis dan sebagainya. 2’ Menurut Daniel S. Lev, yang paling
menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan
politik. Hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan tempat hukum
dalam negara, tergangtung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan,
evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.!?

penelitian disertasi i"dengan teori al-

agashid Syariah '?° sebagai grand
theory. Teori lingka Fan: OW t@m jo &«contrario, teori receptio in
complexu, teorife stihukum J8lam dan isme Mukum (derajat kuat)
sebagai middl ori cri | lega studies,%i hukum responsif, teori

menegaskan bagaimana k

£

perundang-undangan. Bagan pada halaman berikut menjelaskan secara hierarkhi

(tata urut) berbagai teori dimaksud.

127

128

129

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung
Agung, Jakarta, 2002, him.209.

Lebih lanjut dapat dibaca : Daniel S. Lev, Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesinambungan
dan Perubahan, Cet I, LP3S, Jakarta, 1990.

Pemilihan teori ini didasarkan pada paradigma simbiotik yang dianut oleh Indonesia,
sehingga keberadaan hukum Islam diakui dan mewarnai pembangunan (pembaruan) hukum.
Dalam paradigma simbiotik juga terkait dengan perjumpaan antara hukum negara dengan
sistem hukum yang lainnya, khususnya hukum Islam sebagaimana diakui dalam teori
pluralisme hukum. Dalam perspektif pluralisme hukum terjadi hubungan (relasi) antara
hukum negara (hukum positif) dengan hukum agama bisa berupa difusi, koorporatif atau
kompetisi.
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Bagan 5. Landasan Teori

4 N\
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A\ 4 v \ 4 \4 \ 4
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A/ PLURALISME HUKUM v <
MIDDLE PENERIMAAN HUKUM ISLAM KEBERLAKUAN
THEORY LINGKARAN KONSENTRIS HUKUM
EKSISTENSI HUKUM ISLAM y,
)
ASAS-ASAS SYARIAT PARADIGMA TATA HUKUM
ISLAM NEGARA SIMBIOTIK INDONESIA
A 4
CRITICAL LEGAL STUDIES, HUKUM N
APPLIED RESPONSIF, HUKUM PROGRESIF, PEMBENTUKAN
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NASIONAL -
A\ 4
SISTEM HUKUM &
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Secara jelas dapat dilihat grand theory yang mendasari penelitian disertasi
ini mengedepankan teori hukum Islam (teori al-Mashlahah wal Mursalah dan
al-Magashid Syariah). Dipilihnya teori ini dilatarbelakangi dengan keyakinan
penulis bahwa hukum Islam melalui asas-asasnya berlaku secara universal dan

ini terkait dengan konsep pertama dari lima konsep tentang hukum.**

Adapun teori lingkaran konsentris, keberlakuan hukum Islam (teori
receptio in complexu dan teori receptio a contrario), teori pluralisme hukum

derajat kuat dan teori eksistensi hukum Islam sebagai middle theory dipilih

hukum Indonesia, se _,_\f hukum adat. Indgnesia menganut paradigma negara
simbiotik, tidak sekularist j%'n dgralistik. Selain itu, antara

_ Tk gd. tégfalt
agama, hukum d¢ ungan%dak ad

pertentangan yang

signifikan. Disisi ori yan‘%neny akan keberlakuan
(penerimaa : '

Teori cal Ie%_ ies ori hukUm respafsif, teofi hukum progresif,
konsep ketahanian nasi@ dan jpolitik um debagai applied theory dipilih

untuk merumuskan | --|ngkah ope almdalam rangka kebijakan

pemerintah yang

nasional yang tangguh. "

Selanjutnya, teori sistem hukm dan penegakan hukum serta teori
bekerjanya hukum digunakan untuk melihat bagaimana praktek penerapan
(implementasi) hukum pada tataran empiris. Menjadi sangat menarik apabila
kesemua teori tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, dan ternyata terdapat

hubungan yang sangat erat, saling melengkapi dan mengisi.

130

Soetandyo Wignyo Subroto membagi lima konsep hukum yang masing-masing memiliki
metode yang berbeda, lima konsep hukum tersebut adalah: pertama, hukum adalah konsep
kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Kedua, hukum adalah
norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Ketiga, hukum
adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto dan tersistematisasi sebagai judgme
made law. Keempat, hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai
variabel sosial yang empirik. Kelima, hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik
pada perilaku sosial sebagai yang tampak dalam interaksi mereka. Lihat dalam Setiono,
Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Doktor IImu Hukum UNS,
2005, him.20-21.
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B.

Kajian Kepustakaan
1.  Ideologi Syi’ah Iran

Istilah ideologi berasal dari kata “idea” yang berarti “gagasan”, “konsep”,
“pengertian dasar”, “cita-cita” dan “logos” yang berarti “ilmu”. Kata “idea”
berasal dari kata bashasa Yunani “eidos” yang berarti bentuk, maka secara
harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang
pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian
tentang ide-ide, pengertian-pengertian, dasar, gagasan-gagasan dan cita-cita.3!

Haryatmoko mendefinisi ologi sebaga

sekelompok o, saling mempunyai ikatan satu
_ p Y @ﬁwg 3 puny

-
fuck gatakag ideol gi seb%stem
merumuskan se

dan keyakinan dari

dengan yang lain <2

Kenneth Itural dari makna-

makna yangy gspeluang, untuk
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132

133

134

Kaelan, Filsafat Pancasila, Disusun Berdasarkan GBPD dan SAP, Paradigma, Yogyakarta,
1996, him.35. Istilah ideologi pertama kali digunakan oleh filsuf Perancis Destutt de Tracy
pada tahun 1796. Ideologi sebagai sistem kepercayaan sangat komplek, memiliki satu
struktur yang logis, dan menuntut kepatuhan dari para pengikutnya. Unsur-unsur ini
menjadikan ideologi sangat mengikat, mengarahkan penganutnya pada tujuan tertentu, dan
biasanya dipegang hanya oleh para elite. Oleh karena hanya beberapa orang saja yang dapat
menangkap kompleksitas, struktur, dan karakter teoretisnya. Namun demikian, ideologi juga
mengikat masyarakat awam atau massa yang memerlukan panduan.

Haryatmoko, Etika Politik, Kompas, Jakarta, 2003, him. 67.

Kenneth H. Tucker, “Ideological and Social Movement: The Contribution of Habermas”
sebagaimana dikutip oleh, Noorhaidi Hasan, Islam Politik di Dunia Kontemporer (Konsep,
Genealogi dan Teori), SUKA-Press, Yogyakarta, 2012, him. 66.

Bernard Crick, Concept in Sosial Thought, Penerjemah: Ribut Wahyudi, Pustaka Promethea,
Surabaya, 2001, him. 130.
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tersebut. *° Dapat kita katakan, bahwa ideologi menjadi alat yang sangat

strategis dan signifikan dalam memobilisasi massa.

Dalam ajaran Syi’ah, posisi imamah merupakan sumber inspirasi dan
ideologi gerakan Syi’ah, sehingga mulai dari visi hingga strategi gerakan Syi’ah
semuanya berangkat dan bermuara pada imamah.'® Syi’ah meyakini bahwa
imamah bukan saja sekadar jabatan spiritual yang sangat tinggi, tetapi juga
sekaligus jabatan politik atau kekuasaan formal. Imam selain bertanggungjawab

membimbing umat manusia dalam urusan agama dan dunia mereka, juga

tersebut tidak, pisa
Atnya, 138 e

[72]
D
[(72]
c
o
<Y)
=
)
<

ketiadaan Imam yang tersembunyi. Hadits-hadits tersebut antara lain, “kaum

ulama adalah pewaris para Nabi”, “ulama umatku adalah seperti Nabi-Nabi Bani

135

136

137

138

139

140

Zainal Abidin, Dinamika Konsep Imamah dalam Sejarah Perjalanan Syiah, AL-FIKR,
Volume 14 Nomor 2 Tahun 2010, him.189.

Ibid., hIm.186

Nashir Makarim Syirazi, Akidah Kami : Tinjauan Singkat Teologi Syi’ah Dua Belas Imam,
Nur Al-Huda, Jakarta, 2012, him.74.

Ali Syari’ati, Ummah dan Imamah, Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas
Ideologi dan Agama, Judul Asli: Al-Ummah wa al-Imamah, Penerjemah: Afif Muhammad,
Rausyan Fikr Institute, Yogyakarta, 2012, him.248.

Khomeini, Sistem Pemerintahan Islam, Judul asli: Islamic Goverment, Penerjemah:
Muhammad Anis Maulachela, Pustaka Zahra, Jakarta, 2002, him.57.

Ibid, him.59.
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Israil”, dan “para ulama memiliki kedudukan yang sama dengan Musa dan
Isa.”14

Khomeini mengatakan, bahwa kedudukan para Imam bagi Syi’ah,
melebihi para Malaikat yang dekat dengan Allah SWT (al-Malak al-Mugarrab)
dan Nabi al-Mursal (para Nabi selain Rasul SAW).*? Khomeini mengutip
sebuah riwayat bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi SAW dan para Imam as
untuk mengamanatkan wilayah dan kepemimpinan kepada yang berhak atasnya.
Oleh karena itu, Nabi SAW mengamanatkan wilayah kepada Amirul Mukminin

Syi’ah berg mah adalah wajib karena ia
adalah rukun ag ecara bebas, karena
Nabi SAW pe ' § ebut. Ali bin Abi
Thalib ra tokeh perta%@ sebagai pengganti
Nabi SAW. S bngan Syi’ah yang
paling menonj¢ emin@?atau ang selalu disebut

bahwa imam yang akan | mengepalai masyarakat,
memimpin Kketentaraan, menia an halat, menguruskan kewenangan
negara, menyelenggarakan kepentingan negara, yang diatur pula oleh peraturan-
peraturan tertentu yang disiarkan dan dijalankan oleh pembantu-

pembantunya.4®
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142

143

144

145

146

Khomeini, al-Hukumah al-Islamiyah, Dar al-Thali’ah, Beirut, 1979, him.94.
Khomeini, Sistem Pemerintahan...op.cit, him.61.

Ibid, hIm.91. Garis imamah sesudah Nabi Muhammad SAW dilanjutkan oleh orang-orang
suci (ma’shum) dari keturunan Nabi Muhammad SAW (dzuriyat). Lihat juga: Nashir
Makarim Syirazi, op.cit, hIm.75.

Zafir al-Qasimi, Nizah al-Hukm, sebagimana dikutip oleh Marzuki Haji Mahmood, Isu-Isu
Kontroversi Dalam Sejarah Pemerintahan Khulafa’ Al-Rasyidin, Malaysia, 1994, him.13.

Aboe Bakar Atjeh, Siri Perbandingan Mazhab Shiah Rasionalisme dalam Islam, Pustaka
Aman Press Sdn, Kota Bharu,1980, him:.23.

Marzuki Haji Mahmood, op.cit, him.19.
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Husain Thabathabai, mengatakan tentang pengertian imam: “Imam adalah
gelar yang disematkan kepada seseorang yang bertindak sebagai pemimpin
dalam suatu mayarakat dalam gerakan sosial, ideologi politik, bentuk pemikiran
ilmiah, atau agama.”*" Irfan Zidny mengatakan bahwa Syi’ah Imamiyyah Itsna
Asyariyah lebih tepat disebut aliran politik daripada aliran akidah. Ini dapat
dilihat dari pendapat ulama Syi’ah sendiri tentang paham ini. Sebutan Syi’ah
Imamiyyah Itsna Asyariyah memperkuat makna Syi’ah sebagai paham politik,
seperti masalah siapa yang berhak menjadi Kepala Negara sesudah Nabi

Muhammad SAW wafat, bagaimanasentuk Negara Islam, apa Undang-Undang

148

Dasar Islam, dan lain gébagainya.

.,'t

Ideologi Syifa
Wllayat al-Faq yangmadl kohnse

Itsna Asyariyah), konteks sejarah teks tersebut, dan konteks sejarah epistemic

communities yang dipimpin Khomeini sebagai norma interpreneurs-nya.**

147

148

149

150

Muhammad Husein Thabathabai, Mazhab Kelima, Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya,
diterjemahkan dari Kitab “Shi’ak”, Penerjemah: Ali Yahya, Penerbit Nur Al-Huda, Jakarta,
2013, him.222.

Irfan Zidny, “Bunga Rampai AJaran Syiah” dalam “Mengapa Kita Menolak Syiah”,
kumpulan makalah Seminar Nasional Tentang Syi’ah, Masjid Istiglal, 21 September 1997,
him.28.

Lihat: Lampiran nomor 3 dan 4 transmisi kekuasaan menurut Syi’ah dan model kekuasaan
Wilayat al-Fagih.

Epistemic communities adalah “elites with a shared understanding of a particular subject
who develop a strategy for achieving their goals”. Lihat: James E. Dougherty & Robert L.
Pfaltzgraff, JR, Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey,
Addison Wesley Longman, Inc, New York, 2011, him.168.
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2.  Polarisasi Sunni — Syi’ah
a. Perbedaan Pandangan di Bidang Politik

Persoalan politik telah menyebabkan berpisahnya Syi’ah dari Sunni, titik
tolak persoalan itu diawali dengan perbedaan periwayatan sejarah tentang
suksesor Nabi Muhamamad SAW. Secara paralel, dari persoalan ini masing-
masing pihak saling menegasikan satu dengan lainnya. Konsekuensi logis dari
penegasian tersebut telah pula menimbulkan beragamnya perbedaan, seperti
periwayatan hadits, diskualifikasi terhadap Khulafaur Rasyidin yang dianggap

pengkafiran antar keo kelompo tﬁﬁw -

merah” untuk melihat perkembangan Syi’ah, terutama ideologi imamah yang

demikian prinsipal dalam ajaran Syi’ah.
1) Khalifah dalam pandangan Sunni
a)  Nash tentang Khalifah

Dalam bahasa Arab kata khalifah berarti wakil, pengganti atau
duta.'® Bentuk jamak dari khalifah adalah khulafa’ dan khala’if. Dalam
hal ini khalifah dipahami sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW dalam

151 Abdul Chair Ramadhan, “Pelurusan Sejarah Khulafaur Rasyidin dan Tragedi Berdarah
Karbala”, makalah Seminar Sehari & Diskusi Interaktif, “Polemik Suksesi Kekhalifahan
dan Tragedi Berdarah Karbala: Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Madzhab Islam”,
Jakarta, Selasa 5 November 2013 / 1 Muharram 1435 H.

152" Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,
1993, him. 35.
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fungsinya sebagai Kepala Negara.'® Istilah khalifah ini muncul sejak
dimulainya era baru dunia politik Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad
SAW. Istilah ini dihasilkan dari sebuah pertemuan di Sagifah Bani Saidah
yang dihadiri oleh para tokoh Islam dari kaum Anshar dan kaum Muhajirin
yang berhasil mengangkat Abu Bakar as-Shiddiq ra sebagai pemimpin

yang menggantikan Nabi SAW dengan gelar khalifah.'>*

Khilafah menurut Ibnu Khaldun adalah suatu jabatan yang berfungsi

memimpin umat sesuai dengan tuntutan syariat untuk kemaslahatan dunia

_pengganti Pencipta

dunia.1®®

da Malaikat, sesungguhnya

Aku mau jadikan di'bt alifah.”(Surah Al-Bagarah, 2:30).

“Sesungguhnya Kami jadikan kamu itu khalifah di bumi ini, maka

perintahkanlah seluruh manusia itu dengan kebenaran.” (Surah Sad,
38:26)

Dalam al-Qur’an terdapat istilah khalifah dalam bentuk jamak, yaitu
beberapa orang khalifah, diantaranya firman Allah, “...dan Dia-lah yang
menjadikan beberapa khalifah di bumi ini” (Surah al-An’am, 6:165).

Dalam terminologi Sunni, pengertian imam berbeda dengan Syi’ah.
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Ibid.

M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, Judul asli: An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-
Islamiyah.Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, him.14.

Ibnu Khaldun, Mugaddimah, Penerjemah: Ahmadi Thoha, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000,
him. 234-235.

Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniya, Matbaah Mustafa al-Halabi, Kaherah, 1996, him.5.
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Menurut Sunni, imam bukanlah jabatan atau warisan dan bukan pula
masalah prinsip atau rukun dalam agama. Seorang imam tidak mempunyai
sifat suci (ma’shum) seperti dalam pandangan Syi’ah. Imam menurut
pandangan Sunni tidak lain hanyalah seorang muslim yang taat dan
memiliki ilmu pengetahuan yang dalam tentang agama. Dalam madzhab

figh, imam seperti ini banyak ditemui, seperti Imam Abu Hanifah, Imam

157

Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hambeali.

b)  Syarat-syarat Khalifah

utamaan Qu%y, seaimana banyak
: A\/\?@ra lai sebagal berikut:

uslim meriwayatkan
3 ? SQ ini manusia selalu
menurutl U : im mengikuti yang Muslim, dan
yang kafir mengikuti i a.

Sabda Nabi SAW an lain, ‘Manusia selalu mengikuti suku
Quraisy, baik dalam kebaikan maupun dalam kejahatan.” Bukhari
meriwayatkan dari Mu’awiyah ra bahwa ia mendengar Nabi SAW
bersabda, “Masalah ini selalu berada di tangan suku Quraisy. Siapa

pun yang menentangnya, wajahnya akan ditampar oleh Allah, selama

suku Quraisy melaksanakan ajaran agama Islam.”

Abu Zahrah berpendapat, bahwa hadits yang menyatakan “para
pemimpin berasal dari kalangan Quraisy termasuk kategori

“pemberitahuan,” atau termasuk ke dalam pengertian “keutamaan”

157 Abdul Aziz Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru VVan Hoeve, Jakarta, 1996,
him. 705.

1% Muhammad Abu Zahrah, Aliran Politik dan Agidah dalam Islam, Judul asli: Tarikh al-
Madzahib al-Islamiyyah, Penerjemah: Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, Logos,
Jakarta, 1996, hIm.88 et seq.
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bukan tentang keabsahannya.”**® Pendapat Abu Zahrah didasarkan
pada sabda Nabi SAW, “Kekhalifahan sesudahku adalah tiga puluh

tahun, kemudian berubah menjadi kerajaan yang turun temurun”.

Sedangkan, Ali Ahmad As-Salus mengatakan:

“Hak memegang kekhalifahan itu berada pada golongan Quraisy,
dapat pula kita mensarikannya dari pernyataan Umar bin Khathab ra,
bahwa hak kekhalifahan itu berada pada golongan Quraisy. Perkara
ini tidak pernah diketahui dijabat oleh golongan lain kecuali dari
kabilah Quraisy. Pada awalnya mereka tidak mengikuti tradisi ini,
namun tatkala mereka gmengetahuinya, maka segeralah mereka
membaiat khalifah"dari kalangan Qura

(2)

kewajiban serta berlaku adil berdasarkan petunjuk al-Qur’an dan
Sunnah Nabi SAW. Demikian yang dilakukan para sahabat. Mereka
telah menerima ikrar Nabi SAW dan membaiatnya di bawah pohon,

sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah:

“Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada engkau,
sebenarnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas
tangan mereka; maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya
akibatnya akan menimpa dirinya sendiri; dan barang siapa yang
menepati janjinya kepada Allah, maka ia akan memberinya pahala
yang besar.”16!

159 1bid, him.90.

160 Ali Ahmad As-Salus, Ensiklopedi Sunnah Syiah,Studi Perbandingan Akidah dan Tafsir.
Jilid I, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2021, him.31.

161 |jhat: Surah Al-Fath (48:10).
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Abu Zahrah mengatakan bahwa tradisi bai’at pada masa sahabat
dilakukan dengan pendapat yang merdeka dan kepatuhan diberikan
dengan sukarela. Berbeda pada masa Bani Umayyah, bai’at
dilakukan karena perintah penguasa dan kepatuhan timbul karena

paksaan.'6?

(3) Musyawarah

Syarat yang ketiga adalah musyawarah. Proses pemilihan seorang
khalifah haruslah dengan jalan musyawarah. Landasannya ialah

usyawarah tanpa
ini terjadi dalam

menggantikannya jika antafa keduanya tidak ada hubungan keluarga.
Bentuk seperti ini dilakukan Abu Bakar as-Shiddiq ra terhadap Umar

bin Khathab ra.

Ketiga, mempersiapkan salah seorang dari tiga orang atau lebih
anggota masyarakat yang dipandang terbaik di dalam masyarakat.
Umar bin Khatthab ra melihat bahwa Nabi SAW tidak
mempersiapkan putera mahkota, sedangkan Abu Bakar as-Shiddiq ra
mempersiapkannya. Karena itu, ia berkata,

“Apabila saya tidak mempersiapkan seorang putera mahkota, hal itu
sudah dilakukan oleh orang yang lebih baik dari saya (Nabi SAW);

162 Muhammad Abu Zahrah, op.cit...hlm.93:
163 |bid, him.95-96.
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dan apabila saya menunjuk putera mahkota, itu juga sudah dilakukan
orang yang lebih baik dari saya (Abu Bakar ra).”

Oleh karena itu, ia mengambil jalan tengah dengan cara menyerahkan
masalah itu kepada enam orang yang ditunjuknya untuk

memusyawarahkannya.
(4) Adil

Syarat keempat yang wajib dipenuhi dalam kekhalifahan ialah

keadilan, dan ini merupakan esensi persyaratan itu. Keadilan yang

ak memprioritaskan

ena dorongan hawa

>

angi, dan tidak
an seorang imam

emegang jabatan

seseorang u “memegang stlatugabatan atas dasar hubungan dekat,
maka Allah, Malaikat, dan semua manusia akan mengutuknya. Allah
tidak akan menerima tebusan dan sogok.” Beliau SAW juga
bersabda: “Barangsiapa yang mengangkat seseorang menjadi pejabat
atas dasar ikatan primordial, sedangkan orang lain yang lebih
diridhoi Allah masih ada, berarti ia mengkhianati Allah, Rasul-Nya

dan orang-orang yang beriman.”

Allah SWT berfirman, “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap sesuatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, Karena itu lebih dekat kepada takwa. .64

c) Sejarah Khulafaur Rasyidin

164 | ihat: Surah Al-Ma’idah (5-:8).
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Naiknya Abu Bakar as-Shiddiq ra menjadi khalifah dalam literatur
Sunni memberikan petunjuk tidak adanya suatu nash khusus dan jelas
tentang siapa yang akan menjadi pemimpin pasca Nabi Muhammad SAW
wafat. Namun demikian, tidak dipungkiri pula adanya suatu sinyalemen
tentang keutamaan Abu Bakar as-Shiddiq ra, diantara sahabat-sahabat
besar yang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra dari Rasulullah SAW,
beliau bersabda, “Andai saja aku dibolehkan mengambil khalil (kekasih
dekat) selain Allah, pasti aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalil,
dan_sahabatku.”'® Dari Muhammad bin

namun dia adalah saudara

Jubair bin Muth’ '

, dari bapaknya, dia berkata, seseorang wanita pernah

beliau menyuruhnya

posisi sebagai khalifah. Pérlu‘d fari8awahi disini yaitu sikap Rasululah
SAW yang mengedepankan Abu Bakar as-Shiddiq ra adalah suatu perkara
yang mendasar (dharuri) dalam agama Islam. Sikap Rasulullah SAW
menunjuk Abu Bakar as-Shiddiq ra sebagai Imam bagi seluruh sahabat
dalam shalat merupakan rukun terbesar dari bagian rukun-rukun Islam
yang bersifat amaliyah.’®” Abu Al-Hasan Al-Asy’ary rmh berkata:
“Didahulukannya shalat merupakan perkara yang sudah menjadi
rahasia umum dalam Islam. Dijadikannya Abu Bakar ra sebagai

Imam dalam shalat menunjukkan bahwa dia orang yang paling
berilmu di antara para sahabat, dan memiliki bacaan yang paling

165

166

167

Ibnu Katsir, Perjalanan Hidup Empat Khalifah Rasul yang Agung, Judul Asli : Tartib wa
Tahdzib Kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Darul Hag, Jakarta, 2012, him.14.

Ibid, him.14.

Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa An-Nihayah, Jilid 8, (terjemahan) Pustaka Azzam, Jakarta,
2012, him.228.
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bagus, sebab dalam sebuah riwayat yang status keshahihannya telah
disepakati oleh para ulama.”6®

Disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

“Hendaknya yang menjadi imam shalat adalah orang yang bacaan Al-
Qur’annya paling bagus. Jika orang-orang yang ada memiliki
kemampuan yang sama dalam hal bacaan, maka yang menjadi imam
adalah orang yang paling mengetahui Sunnah. Jika kemampuan
mereka sama dalam hal pengetahuan tentang Sunnah, maka yang
menjadi imam adalah orang yang usianya lebih tua. Jika usia mereka
sama, maka yang menjadi imam adalah orang yang lebih dahulu
masuk Islam.” -

di bawah ini

dimaksud.

Tabel 1. Perbandingan Kriteria Imam Shugro

Perbandingan Antara Perbandingan Antara
No Kriteria Imam Abu Bakar ra dengan Umar ra Utsman ra dengan Ali ra
berdasarkan Hadits Abu Bakar ra Umar ra Utsman ra Alira
1 | Paling baik Bacaan v v 4 v
Kitab Allah
2 | Lebih Alim Terhadap v v 4 v
as-Sunnah
3 | Lebih Tua Umurnya v 4
4 | Lebih Dahulu v v
ke-Islamannya

(Sumber: Abdul Chair Ramadhan & A.Subki Saiman, 2014)

168 HR Muslim dalam Shahih Muslim (290,291/673); Abu Daud (582-584); At-Tirmidzi (235);
An-Nasa’i (779); dan Ibnu Majah (980) dengan redaksi lafazh yang sedikit berbeda.

169 |bnu Katsir, Al-Bidayah...op.cit., him.229.
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Dari penggambaran tabel di atas, menunjukkan secara jelas bahwa
kriteria imam shugro menentukan penentuan imam khubro (khalifah)
dalam masa Khulafaur Rasyidin. Pergantian kekhalifahan menurut penulis
terkait dengan kriteria ini sebagai pedoman penentuan khalifah. Sejalan

dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengatakan:

“... bahwa seorang pemimpin adalah pemimpin dalam dua dasar ini
sekaligus: shalat dan jihad. Yang memimpin mereka di dalam shalat
adalah juga yang memimpin mereka pula dalam jihad. Perkara jihad
dan shalat adalah satu dalam kondisi mukim dan musafir. Oleh
karena itu, kaum musligin,n enjadlkan didahulukannya Abu Bakar

pahwa dia harus didahulukan
0)”170 (dalam kurung dari

keutamaan Abu Bakar as-Shiddig ra. Ketiganya mengisyaratkan tentang
kedudukan Abu Bakar as-Shiddig ra sebagai pengganti (kepemimpinan)
setelah Nabi Muhammad SAW. Salah satu dalil khabar yang sangat
popular adalah Sabda Nabi SAW (kepada Aisyah ra): “Panggillah bapak
dan saudaramu kepadaku, sehingga aku menulis sebuah wasiat untuk Abu
Bakar agar orang-orang tidak berselisih atasnya sesudahku.” Kemudian
beliau bersabda, “Allah dan orang-orang Mukmin menolak kecuali Abu
Bakar.” Uraian lebih rinci atas tiga segi atas sahnya kekhalifahan Abu

Bakar as-Shiddiq ra, dapat dilihat pada lampiran nomor: 5.

170 lbnu Taimiyah, Fatwa-Fatwa lbnu Taimiyah, Judul Asli Majmu’ah al-Fatawa, Pustaka
Sahifa, Jakarta, 2008, hIm.89.

171 1bid, him.97.
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Ketika Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra mengalami sakit yang
semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa orang dari kalangan
pemuka sahabat. Diriwayatkan dari Aisyah ra, dia berkata, “hari pertama
Abu Bakar sakit, beliau mandi. Pada saat itu cuaca sangat dingin, sehingga
beliau menderita flu dan panas dingin, sehingga selama lima belas hari
tidak dapat shalat berjamaah. Dia kemudian menyuruh Umar untuk
memimpin shalat jamaah, dan mereka menjenguknya.”!"?Khalifah Abu
Bakar as-Shiddiq ra menyuruh pemuka sahabat untuk memilih

penggantinya, hal ini tercatat detam ucaanya:173

Rasulullah, kaml ; pe; ,
Kemudian Khalifah Abu Bakar as- Shlddlq ra menjawab, “Kalau begitu,
tunggu dulu sampai aku menemukan calon khalifah yang tepat.”*’* Sejarah
juga mencatat Khalifah Abu Bakar as-Shiddig ra banyak melakukan
diskusi kepada para pemuka sahabat menyangkut calon pilihannya yakni

Umar bin Khathab ra.1®

Pada umumnya, kesemua sahabat tersebut memiliki persepsi yang

sama mengenai Umar bin Khathab ra. Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra

172

173

174

175

Ibid, him.21.
Ibnu Katsir, Al-Bidayah...Jilid 7, op.cit., him.18.

Ali Muhammad Ash-Shalabi, The Great Leader of Umar bin Khathab: Kisah Kehidupan &
Kepemimpinan Khalifah Kedua, judul asli: Syakhsiyatu Umar wa Aruhu, Pustaka Al-
Kautsar, Jakarta, 2009, him.116.

Sahabat tersebut antara adalah Abdurahman bin Auf ra, Utsman bin Affan ra, Usaid bin
Hudhair ra, Sa’id bin Zaid ra dan Thalhah bin Abdullah ra.
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tidak menetapkan pencalonan Umar bin Khathab ra sebagai khalifah secara
serta merta, beliau terlebih dahulu meminta pendapat para pemuka sahabat.
Setelah memperoleh persetujuan dari para pemuka sahabat, dan mereka
menyetujui apa yang akan diputuskan oleh Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq
ra, maka barulah Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ra menentukan
pilihannya. Pencalonan ini tidak memperoleh legalitas kecuali setelah ada
penerimaan dari rakyat terhadap Umar bin Khathab ra sebagai pengganti
Abu Bakar as-Shiddiq ra. Sebab, pemilihan seorang Kepala Negara adalah
hak rakyat. Seorang khalifah e

'akseagai wakil dari rakyat. Karena

itu, harus ada pénerimaan dari mereka. ’*"Dengan demikian, pilihan

ra telah menciptakantlemBaga polit 7 tinggi yang tugasnya memilih
pemimpin negara atau khalifafwSistem politik baru ini tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip Islam, terlebih prinsip musyawarah. Hal itu karena

keputusan enam orang dibaiat oleh kaum muslimin di masjid jami.”*"’

Melalui mekanisme pemilihan ini, Khalifah Umar bin Khathab ra
menggabungkan antara penentuan calon khalifah yang dilakukan oleh Abu
Bakar as-Shiddiq ra dan tidak menentukannya Rasulullah SAW. Khalifah
Umar bin Khathab ra menentukan enam orang dan meminta mereka untuk
menentukan siapakah yang akan menjadi khalifah di antara mereka.’
Jumlah anggota Majelis Syura ada enam orang. Mereka adalah Ali bin Abu

176 1bid, hlm,120.

177 Ali Muhammad Ash-Shalabi, Biografi Utsman bin Affan, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2013,
him.70-71.

178 1bid, him.70.
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Thalib ra, Utsman bin Affan ra, Abdurrahman bin Auf ra, Sa’ad bin Abu
Wagqash ra, Az-Zubair bin Awwam ra dan Thalhah bin Ubaidillah ra, yang
termasuk sepuluh sahabat yang diberi khabar gembira dengan
surga.l’®Khalifah Umar bin Khathab ra berusaha menjauhkan kerabatnya
dari kekuasaan, padahal dari keluarganya ada yang ahli memegang
kekuasaan. la menjauhkan kerabatnya Said bin Zaid ra dari daftar calon
khalifah.'® Kemudian Abdur Rahman bin Auf ra bermusyawarah dengan
tokoh-tokoh, ternyata kebanyakan mereka menginginkan Utsman bin

Affan ra. 18! M
Selanjutnya | pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ra, telah
terjadi ger o W m% babKah, terbunuhnya beliau.

akkan

kekhalifahan. Masyarake
Thalib ra me - ika
ternyata Ali bin Abi Th:
mencalonkan Az-Zubair ¥bin™ ra namun mereka juga tidak
menemukannya. Sementara masyarakat Bashrah mengajukan Thalhah bin
Ubaidillah ra sebagai khalifah, namun dia tidak bersedia. Mereka
kemudian kembali menemui Ali bin Abi Thalib ra dan memintanya dengan
sedikit memaksa agar Ali bin Abi Thalib ra berkenan menjadi khalifah. Al-

Asytar An-Nakha’i memegang tangan Ali bin Abi Thalib ra lalu

179

180

181

182

Ibid, him.66.
Ibid.
Ibid, hIm.177-178.

Dialah yang menggerakkan massa dari berbagai wilayah, Kuffah, Bahrah dan Mesir untuk
menuntut mundur Utsman bin Affan ra dari jabatan khalifah yang kemudian berakhir dengan
terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan ra. Abdulah bin Saba juga melakukan politik adu
domba (devit et impera) antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib ra dengan kubu Makkah
yang dipimpin oleh Thalhah ra, Zubair ra dan Aisyah binti Abu Bakar ra yang berujung pada
Perang Jamal. Abdullah bin Saba dikenal sebagai pendiri Syi’ah Ghulat yang telah
menuhankan Ali bin Abi Thalib ra.
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membaiatnya dan orang-orang pun berbaiat padanya. Sumber lain
menyatakan bahwa orang yang pertama kali membaiat Ali ra adalah
Thalhah bin Ubaidillah ra. Dapat dikatakan, bahwa pembaiatan terhadap
Ali bin Abi Thalib ra bersifat darurat, sehingga aklamasi dalam

pengangkatannya adalah suatu yang tepat.
2)  Imamah dalam pandangan Syi’ah
a)  Nash tentang Imamah

Menurut Ash-Shalabi'®® penamaan Syi’ah dari ungkapan Syi’ah Ar-

para pegikut dan pendukung orang itu. Ungkapan

Rajul yang berant

lainnya adalah

kemunculannya adalah berbeda dengan Syi’ah yang datang kemudian.8
Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwa kaum Syi’ah pertama adalah mereka
yang mengutamakan Abu Bakar as-Shiddiqg ra dan Umar bin Khathab ra di
era Ali bin Abi Thalib ra. Kemudian, Syi’ah ditujukan kepada orang-orang
yang lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib ra dibandingkan Utsman bin

Affan ra.1®

Syi’ah tidak menggunakan konsep khalifan dalam ranah

kepemimpinan, Syi’ah cenderung menggunakan konsep imamah. Dalam

183 Ali Muhammad Ash-Shalabi, Khawarij dan Syiah Dalam Timbangan Ahlu Sunnah Wal
Jama’ah, Judul asli: Fikr Al-Khawarij wa Asy-Syi ‘ah fi Mizan Ahlussunnah wa Al-Jama’ah,
penerjemah: Masturi Irham & Malik Supar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007, him.138-
139.

184 1bid, him.139.
185 Fatawa Ibnu Taimiyah, 3/60-153 dan Fath Al Bari, 7/34.
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pengertian imamah sudah terkandung kepentingan dunia dan akhirat.
Kaum Syi’ah menamakan pengganti Nabi Muhammad SAW dengan istilah
imam, sedangkan kaum Sunni menamakannya dengan khalifah. Bukan saja
nama yang berlainan antara Syi’ah dengan Sunni, tetapi juga menyangkut
tentang keadaan dan fungsinya. Kaum Syi’ah berkeyakinan bahwa imam
itu adalah pengganti Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Bukan saja
dalam bidang mengepalai pemerintahan (negara), tetapi juga menjadi
imam agama, sebagai imam rohaniyah. ¥ Imamah dalam Syi’ah

merupakan salah satu bagian dasi, Rukun Iman. Menurut Syi’ah, imamah

Syi’ah mi g Shijz @ahalahiyah)menuntut
perlunya | para) Rastl untuk @bimb g umat manusia.

Demikian | L ger banwa kebijaksanaan Tuhan juga

seorang Rasul gunal.terd8) dapatd ibimMbing umat manusia dan
memelihara kemurnian ‘-.' an p a Nabi dan agama llahi dari
penyimpangan dan perubahan. Selain itu, untuk menerangkan kebutuhan-
kebutuhan zaman dan menyeru umat manusia ke jalan serta pelaksanaan
ajaran para Nabi. Tanpa itu, tujuan penciptaan, yaitu kesempurnaan dan
kebahagiaan, al-takamul wa al-sa’adah, sulit dicapai, karena tidak ada
yang membimbing, sehingga umat manusia tidak tentu arah dan ajaran para

Nabi menjadi sia-sia. 18

Seseorang imam tidak boleh dipilih secara bebas, karena Nabi SAW
telah menyebutkan (menentukan) perkara tersebut. Ali bin Abi Thalib ra

186

187

188

Siradjuddin Abbas, I'tigad Ahlussuna wal Jama’ah, Pustaka Tarbiyah Baru, Jakarta, 2008,
him.132.

Zulkarnain, Konsep Al-Imamah Dalam Perspektif Syi’ah, Jurnal TAPIs VVol.7 No.13 Juli-
Desember 2011, him.47.

Nashir Makarim Syirazi, op.cit, him.73.
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adalah tokoh pertama yang dinashkan sebagai pengganti Rasulullah SAW
dan seorang imam wajib bersifat ma shum.'® Antara golongan Syi’ah
yang paling menonjol membicarakan tentang pemimpin atau yang selalu
disebut “imam” adalah golongan Syi’ah Imamiyah. Dasar pegangan Syi’ah
Imamiyah ini adalah mempercayai imam adalah wajib.'*® Pemahaman bagi
golongan Syi’ah bahwa imam atau Ketua Negaralah yang akan
menguruskan keadilan, mengepalai masyarakat, memimpin ketentaraan,
mengimamkan shalat, menguruskan kewenangan negara,

menyelenggarakan kepentingamdegara, yang diatur pula oleh peraturan-

peraturan tertenfu yang disiarkan dan alankan oleh pembantu-

“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan
orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan

zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).”

“Dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang
yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut

(agama) Allah itulah yang pasti menang”.

189 Zafir al-Qasimi, Nizah al-Hukm, sebagimana dikutip oleh Marzuki Haji Mahmood, op.cit,
him.13.

190 Aboe Bakar Atjeh, opcit, him.23.
191 Marzuki Haji Mahmood, op.cit, him.19.
192 Ibid, him.20.
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Berdasarkan nash ini kaum Syi’ah menyatakan kedudukan Ali bin
Abi Thalib ra sebagai imam pengganti Rasulullah SAW. Berdasarkan nash
ini pula tidak terdapat perselisihan di kalangan golongan Syi’ah bahwa ayat
dari surah al-Maidah itu diturunkan khusus bagi menyatakan kedudukan
Ali bin Abi Thalib ra, karena sumbernya merujuk kepada imam-imam
daripada ahlul-bait yang kebanyakannya termuat dalam kitab-kitab Syi’ah,
diantaranya, Bihar al-Anwar (oleh al-Majlisi), Ithbat al-Hudah (oleh al-
Amili), Tafsir al-Mizan (oleh al-Tabatabai), Tafsir al-Kasyip (oleh Jawab),
Al-Ghadir (oleh al-Amini).!%

Seorang all i tafsir Syi’ah, Mu mmad Husein Thabathabai dalam

ayat tentang wilayah, hats-dts tentang ghadir, safinah, tsagalain,

haqq, manzilah, da’wat ‘asyirah aqrabain, dan lain-lain.

Adapun menurut paham madzhab Zaidiyah, boleh mengangkat imam
yang utama walau adanya imam yang lebih utama. Seluruh hukum dan
implementasinya diserahkan kepadanya dalam menanggulangi kasus-

kasus yang terjadi di masyarakat.®®

198 M.T. al-Samawi, La Akuna, dalam Marzuki Haji Mahmood, ibid, him.21.

194 Muhammad Husein Thabathabai, Tafsir Al-Mizan, Jilid 6, Muassasat al a’lami al-Mathmuat,
Beirut Lebanon,1991, him.16-17.

195 Asy-Syahrastani, Al-Milal wa An-Nihal, Aliran-Aliran Teologi Dalam Sejarah Umat Islam,
Bina Ilmu, Surabaya, 2009, him.55. Lihat juga: Ali Ahmad As-Salus, Ensiklopedi Sunnah
Syiah, op.cit, Jilid 1, him.42-43. Ketika orang-orang Syi’ah mendengar diskursus ini dan
mengetahui bahwa Imam Zaid bin Ali ra tidak melepaskan diri dari kekhalifahan Abu Bakar
as-Shiddiq ra dan Umar bin Khathab'/ra, ‘bahkan dalam diskursusnya mengatakan,
“Sesungguhnya aku tidak mengatakan tentang kedua khalifah kecuali yang baik-baik, sebab
aku tidak mendengar ayahku berkata tentang sosok keduanya (Abu Bakar as- Sihiddiq ra
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Dapat disimpulkan bahwa keyakinan imamah tidak hanya dalam
ranah teologis, melainkan juga terkait dengan ranah politik (pemerintahan),
sebagaimana klaim Syi’ah tentang Duabelas Imam yang semestinya
menjadi pemimpin secara berturut-turut pasca wafatnya Nabi Muhammad
SAW.

b)  Syarat-syarat Imam

Imamah menurut Syi’ah Imamiyyah berada di luar otoritas manusia.

Lebih dari itu, Ibnu Babawie al-Qummi, yang lebih dikenal dengan as-

tidak ada artin jika tidak it@ - Keimanan kepada imamah.
7 N af /

harus memiliki sejtin . Aimifiki Nabi SAW. Persyaratan
menjadi imam tidak cukup harus seorang Quraisy, seperti yang diyakini
sahabat ketika itu, tetapi harus pula memiliki syarat-syarat lain, yaitu
‘ismah (bebasnya para Imam dari kesalahan dan dosa atau kemampuan
menjaga diri dari dosa walau sekecil apapun) dan ilm (ilmu yang

sempurna).t®’

196

197

dan Umar bin Khathab ra) kecuali yang baik dan bagus. Aku hanya keluar dari pemerintahan
Bani Umayyah yang telah membunuh kakekku.” Mereka memisahkan diri dari Imam Zaid
bin Ali ra ketika mendengar ucapannya. Mereka menolak diskursus itu sehingga Imam Zaid
bin Ali ra berkata kepada mereka, “Mereka menolakku”, maka semenjak itu mereka
dinamakan kelompok Rafidhah.

Murtadha Muthahhari, Manusia dan Alam Semesta, Lentera, Jakarta, 2002, him.471.

Tentang “ismah”, dapat di baca secara lengkap dalam Ja’far Subhani. Ishmah
Keterpeliharaan Nabi dari Dosa, Yayasan As-Sajjad, Jakarta, 1991; Muhammad at-Tijani
as-Samawi, Bersama Orang-orang Yang Benar, Yayasan as-Sajjad, Jakarta, 1997, him.
213-220.
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Imam yang memiliki sifat ismah itu perlu, karena syariat tidak akan
dapat berjalan tanpa adanya kekuasaan mutlak yang berfungsi memelihara
serta menafsirkan pengertian yang benar dan murni (tanpa melakukan
kesalahan) terhadap syariat itu. Begitu pula dengan ilmu para imam,
mestilah suci dan bersifat hudhuri (kehadiran langsung objek ilmu) dan
syuhudi (tersaksikan dengan mata batin) atau bantuan gaib dan taufiq
Ilahiah. Selain itu, struktur jasmani, otak serta urat syaraf, dan potensi
ilmiah para imam sempurna dan senantiasa mendapat pertolongan llahi.

Semua itu, mutlak diperlukangimtuk sampainya pesan-pesan llahi secara

c)

sahabat-sahabat yang yakin bahwa Ali bin Abi Thalib ra adalah orang yang
paling memenuhi syarat untuk menjadi khalifah (imam). Syi’ah
selanjutnya berkembang menjadi sebuah kelompok doktrinal dan politis
yang memiliki pemahaman dan pandangan tentang Islam yang berbasis
pemahaman dan pandangan Ali bin Abi Thalib ra dan keturunannya.
Menurut salah satu literatur Syi’ah, tahap final proses ini diselesaikan oleh
Imam Muhammad al-Baqir dan Imam Ja’far ash-Shadiq putra Imam
Muhammad al-Bagir. Kedua Imam ini hidup sezaman dengan Imam Abu
Hanifah, dan Imam Malik bin Anas.?®

198 Iprahim Amini, Para Pemimpin Teladan, Al-Huda, Jakarta, 2005, him.31, 40-64.
199 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ul Press, Jakarta, 1993, him. 216.

200 Hasyim Al-Musawi, The Shia (Mazhab Syiah), Asal-Usul dan Keyakinannya, Lentera,
Jakarta, 2008, him.31
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Menurut Joesoef Sou’yb sekte Syi’ah bermula dari suatu kelompok,
yang setelah peristiwa Perang Shiffin dan peristiwa tahkim, bersikap
semakin fanatik terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. Belakangan,
sepeninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib ra, kelompok politik ini
berkembang menjadi sebuah sekte agama dan pada akhirnya berkembang
kepada berbagai aliran. Namun demikian, di dalam masalah imamat,?°*
semuanya memiliki pandangan (keyakinan) yang sama bahwa Ali bin Abi
Thalib ra adalah sebagai al washi, yakni pemegang wasiat dari Nabi
Muhammad SAW, hingga jabatéar

bin Abi Thalib rafbeserta keturunannya.

imamat itu adalah hak yang sah dari Ali

pendapat d Sy f / , 203

alibra o ber@'atas kekhalifahan; mereka
a khalifah sebeldAli bin Abi Thalib ra dan para

Ali bin Al-Husain¥a. Merdka lebili henglitafhakan Ali bin Abi Thalib ra
dibandingkan semua safabat™
kekhalifahan Abu Bakar ra dan Umar bin Khathab ra.

lain, namun tetap mengakui

Imam Al-Asy’ari rmh menyebutkan dalam kitab “Magqaalaat al-
Islamiyyin” bahwa Syi’ah terbagi dalam tiga golongan: Ghaliyah,
Rafidhah dan Zaidiyyah.?®* Ketiga golongan ini saling kontradiksi dalam
akidah dan pendapat mereka, bahkan dalam setiap golongan terpecah-
belah kepada golongan yang banyak. lbrahim bin Amir Ar-Ruhaily,
menjelaskan pembagian golongan Syi’ah tersebut sebagai berikut:

201

202

203

204

Yakni pimpinan tertinggi dalam dunia Islam.

Joesoef Sou’yb, Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin, Bulan Bintang, Jakarta
1979, him.540.

Ali Muhammad Ash-Shalabi, Khawarij dan Syi’ah...op.cit.,,him.146.

Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, Magaalaat al-Islamiyyin,Istanbul: Darulfiinun,
Devlet Matbaasi, 1927, him.65, 88, 136.
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Al-Gulaat

Dinamakan dengan “Gulaat” karena mereka berlebihan melampui
batas terhadap Ali bin Abi Thalib ra, dan mengatakan perkataan yang
sangat berlebihan (bathil) tentang beliau, sebagaimana dijelaskan
oleh Al-Asy’ari. Telah masuk ke dalam bagian sekte ini banyak
firgah dan bermacam-macam golongan, semuanya sepakat/bersatu
dalam keyakinan mereka terhadap sahabat di atas akidah yang bathil
yang terjalin dari dua kebathilan: pertama, berlebihan terhadap Ali

bin Abi Thali , pannya sampai kepada derajat

menuhankar ahkan kenabian mereka.
Keduagmenc % | ri-istri beliau sampai

N sert

Yahudi.

(2) Al-Khaththaabiyyah, pengikut Abul Khaththab Muhammad bin
Zainab al-Asadi. Mereka menyakini bahwa para imam adalah
Tuhan. Awalnya Abul Khaththab mengatakan bahwa para
imam adalah Nabi, kemudian ia mengatakan/meyakini bahwa
mereka adalah Tuhan dan anak-anak cucu Hasan bin Ali ra dan
Husein bin Ali ra merupakan anak-anak Allah dan para

kekasih-Nya.

(3) Al-Janaahiyah, pengikut Abdullah bin Mu’awiyah bin
Abdullah bin Ja’far bin Abi Thalib, dan Abdullah ini telah
menyatakan bahwa ia adalah Tuhan dan seorang Nabi. Mereka
mengingkari hari kiamat dan mengatakan bahwa dunia tidak

akan fana. Mereka menghalalkan bangkai dan khamer
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(minuman yang memabukkan) dan hal-hal lain yang
diharamkan. la juga menyatakan bahwa ruh Tuhan berasal pada
diri Nabi Adam as, kemudian pada Nabi Syiits as, kemudian
menyebar kepada diri para Nabi dan imam sampai terakhir
kepada Ali bin Abi Thalib ra, kemudian menyebar pada tiga
orang anaknya, kemudian setelah itu baru sampai kepada

dirinya.

(4) Al-Manshuuriyah, penglkut Abu Manshuur al-‘Ijli, yang

mlmplnan) berada pada diri

K) ke Ian Pan S

angannya=seraya Merkata: “Wahai

)

kalangan ula t ah menjelaskan bahwa Maimun bin
Daishaan al-Qaddaah adalah seorang Yahudi yang fanatik

terhadap agamanya.

Sekte ini mempunyai nama yang banyak dan telah diketahui
oleh manusia yang hidup dalam kurun waktu dan tempat yang
berbeda-beda, diantaranya: al-Qaramithah, al-Khurmiyyah, al-
Ismailiyyah,  Saba’iyah,  al-Baabikiyah dan lainnya,
sebagaimana disebutkan oleh Al-Ghazali rhm dalam kitabnya,
“Fadaaih al-Baathiniyah.”

Al-Gazali rhm menjelaskan, bahwa hakikat akidah mereka
sesungguhnya adalah madzhab (aliran) yang secara zhahirnya
adalah al-Rafd (ajaran Rafidhah), dan bathinnya adalah semata-

mata kekufuran. Beliau menyebutkan akidah mereka tentang
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kenabian, bahwa sesungguhnya yang dinukilkan dari mereka
tentang permasalahan ini hampir sama dengan perkataan orang-
orang filsafat, yaitu bahwa Nabi adalah ibarat seseorang yang
tercurah/tertuang kepada ilmunya. Adapun akidah al-
Bathiniyah tentang imamah, mereka telah sepakat bahwa harus
ada pada setiap zaman seorang imam yang ma shum (tidak

berdosa) sebagai rujukan dalam menta’wil/menafsirkan nash

yang zhahir dan yang bermasalah, karena mereka meyakini
erbagi kepada zhahir dan bathin, dan tidak

Rafidhah

Mereka dinamaka .‘ ebi Rfidhah karena penolakan mereka
terhadap keimaman Abu Bakar as-Shiddiq ra, dan Umar bin Khathab
ra sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Asy’ari rmh dan Ibnu
Abdirabbih. Sebagian ulama berpendapat bahwa mereka dinamakan
dengan nama ini (Rafidhah) karena penolakan mereka terhadap Zaid
bin Ali ra diwaktu beliau keluar bersama sejumlah para pengikutnya
untuk menentang Hisyam bin Abdul Malik bin Marwan pada tahun
121 H, lalu sebagian pengikutnya memperlihatkan kebencian/celaan
terhadap Abu Bakar as-Shiddig ra dan Umar bin Khathab ra, maka
beliau langsung melarang mereka dari hal itu, lalu mereka
meninggalkannya dan tidak tinggal bersama beliau kecuali hanya 200
(duaratus) orang dari pasukan kuda, lalu beliau berkata kepada
mereka: “Kalian telah menolak/meninggalkan saya”, lantas mereka

menjawab: “Benar.” Oleh karena itu mereka dinamakan Rafidhah,
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dan mereka yang tinggal bersama Zaid bin Ali ra dinamakan
Zaidiyyah. Setelah itu, Rafidhah terpecah-belah menjadi
sekte/golongan yang banyak, sebagian para penulis tentang “sekte-
sekte dan aliran” menyebutkan bahwa mereka terbagi kepada 15
(lima belas) sekte. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa
mereka terbagi sampai kepada 24 (duapuluh empat) sekte. Adapun
akidah Rafidhah tentang sahabat adalah bahwa mereka (para sahabat)
adalah sesat dan kafir kecuali segelintir saja, oleh karena itu mereka
membenci para sahabat dam,membolehkan mencela mereka, bahkan

mereka mefdekatkan diri kepada Allah"'SWT dengan melaknat dan

bertanya kepada ayahku, “Siapa Rafidhah itu?” Dia menjawab:

“mereka adalah yang mencela Abu Bakar ra dan Umar ra.”?%

3. Zaidiyyah

Dinamakan Zaidiyyah karena mereka berpegang kepada perkataan
Zaid bin Ali bin Husain ra setelah ia ditolak (ditinggalkan) oleh
Rafidhah. Sekte Zaidiyyah telah terbagi kepada sekte-sekte yang
lain, semuanya sepakat dalam mengutamakan Ali bin Abi Thalib ra
atas seluruh para sahabat, dan bahwa Ali bin Abi Thalib ra adalah

benar dalam peperangannya dan pemilihan dua orang hakim. Mereka

205 Abu Hazim Muhsin bin Muhammad Bashori, Bahaya Syiah Rofidhoh Bagi Dunia Islam,
Maktabah Daarul Atsar, Sidorejo, 2013,’him.11.

206 Apu Bakr bin Ahmad dalam As-Sunnah, 3/492.
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juga sepakat dalam menyalahkan orang yang menyelisihi beliau.

Zaidiyyah terbagi menjadi beberapa sekte, yakni sebagai berikut:

(1) As-Sulaimaniyah, mereka berpendapat bahwa imamah
(kepemimpinan) adalah  hasil musyawarah. Mereka
mengatakan bahwa imamah boleh (sah) bagi orang yang kurang
mulia (kurang pantas) bersama adanya orang yang lebih mulia
(pantas). Mereka menetapkan (menyakini) kepemimpinan Abu
Bakar as-Shiddiq ra dan Umar bin Khathab ra, dan mencela

engkafirkannya.  Mereka

itu berakhir pada Imam Ja’far As-Shadiq (wafat 148H/766M),

silisilahnya tercatat sebagai berikut.
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Bagan 6. Aliran Sittah

ALI BIN ABI THALIB
(W. 41H/661M)

v |
AL-HASAN M. HANAFIAH
(W. 41H/661M) (W. 81H/700M)

v

AL-HUSAIN
(W. 61H/682M)

v

ALI ZAINAL ABIDIN
(W. 94H/713M)

M.B%.R Pmm% 7

(W. 113H/732M)
= .
L. e :
APFAR ASSSHADIQ -
- 148HI66M) | E

) §
2. Aliran ltsna Asyari ua Be as_Imam), alifan ini berpendirian

bahW AT tl A

sampai kepada‘lmam . eduela yakni Imam Mahdi. Aliran ini
yang paling berkembang,dengan pesat, sebagaimana berlaku di Iran
sebagai pusat aliran Itsna Asyariyah. Silsilah aliran Itsna Asyariyah

dapat dilihat pada bagan di bawah ini.
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Bagan 7. Aliran Itsna Asyariyah

JA’FAR AS-SHADIQ
(W. 148H/766M)

y

MUSA AL-KAZHIM ISMAIL
(W. 188H/799M)

\ 4

ALI AR-RIDHA
(W. 202H/813M)

M. AL JAWAD
(W. 220H/835M)

ALI AL-HADI
(W. 254H/868M)

'
HASAN AL-ASKARI !
(W. 260H/874M)

a

M. AL-MAHDI
(W. 260H/875M)

Dengan mengakhirkan imam pada Imam Mahdi, menjadi daya tarik
tersendiri bagi aliran ini, mengingat adanya riwayat hadits berkenaan
dengan hadirnya Imam Mahdi menjelang akhir zaman. Perbedaan
antara Syi’ah dengan Sunni menyangkut keberadaan Imam Mahdi
adalah pada persoalan garis keturunan dan waktu kemunculan.
Menurut kaum Sunni, Imam Mahdi adalah keturunan Al-Hasan bin
Ali bin Abi Thalib ra, sedangkan Syi’ah meyakini dari jalur Al-
Husein bin Ali bin Ali bin Abi Thalib ra. Adapun waktu
kemunculannya, menurut kaum Sunni, Imam Mahdi belum lahir
sebagaimana diyakini oleh kaum Syi’ah. Imam Mahdi menurut kaum
Sunni akan dilahirkan kelak di akhir zaman sebagai pemimpin kaum
muslimin dalam menghadapi perang akhir zaman (al-mahamah al-
Kubro).
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Adapun nama-nama Dua Belas Imam ma shum yang diyakini oleh

Syi’ah Imamiyah Itsna Asyriyah, dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.
Tabel 2. Nama-Nama Imam Syi’ah (Klaim)
Nama Imam Gelar Lahir Wafat
Ali bin Abu Thalib ra Al-Murtadha 23 SH 40 H
Al-Hasan bin Ali ra Az-Zaki 2H 50H
Al-Husain bin Ali ra Asy-Syahid 3H 61 H

Ali bin Al-Husain ra

. | Zainal Abidin 38 H 9% H
~Al-Bagir 57H 114 H

Muhammad Bin Ali

Ja’far bin Muhamma@ bin Alj 83 H 148 H

Musa bin Ja’far bin/A l—Husain 128 H 183 H

148 H 203 H

Ali bin Musa bifPAl-Husaine gl
1Jafa 195H | 220H

212H 254 H

32 H 260 H

[y
SIE|B|o|o|N|o|o|swinv - S

Thalib ra menikah dengan wanita yang berasal dari suku besar
Hanafiah dan lahir seorang putera yang bernama Muhammad. 2’

Silsilahnya tercatat sebagai berikut.

207 Guna membedakannya dari cucu Rasulullah SAW, kemudian namanya dilekatkan dengan
nama kekeluargaan dari suku ibunya, hingga lebih dikenal dengan panggilan Muhammad
ibn Hanafiah. Setelah Husain bin Ali ra meninggal (tahun 61H/682M), maka Kaisan
berpendirian bahwa imamat itu mestilah dijabat oleh putera Ali bin Abi Thalib ra sendiri,
yaitu Muhammad ibn Hanafiah ra. Kaisan ini terpengaruh oleh ajaran yang disebarkan oleh
Abdullah bin Saba, yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ra itu bukan manusia biasa
akan tetapi “Anak Allah” yang diperintahkan menjelma di bumi dengan kodrat-kodrat yang
sangat istimewa dan ilmu-ilmu yang sangat melimpah. la bukan wafat akan tetapi naik ke
langit. Guruh adalah bunyi geram Ali bin Abi Thalib ra terhadap setan-iblis sedangkan petir
dan halilintar itu adalah cemeti Ali bin Abi Thalib ra mengejar setan-iblis. Muhammad ibn
Hanafiah ra juga dilegendakan oleh aliran Kaisaniah bahwa ia bukan wafat akan tetapi
masih tetap hidup, dan berada di Jabal Radhwa (terletak tidak beberapa mil di sebelah barat
Madinah), dengan ditemani seekor singa dan hidup dari air sungai madu dan air sungai susu
di dekat gua persembunyiannya. Pada suatu waktu nanti ia akan muncul kembali membasmi
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Bagan 8. Aliran Kaisaniah

ALI BIN ABI THALIB
(W. 41H/661M)

'

AL-HASAN AL-HUSAIN M. HANAFIAH
(W. 41H/661M) —> (W. 61H/682M) —> (W. 81H/700M)

Ali ra. Zaid bin Ali
sa. Pada masanya ia

), cucu dari Al-Husain bin
memp l’ /

h Umayyah), dan

kemudian beralih

209

kesamaan dengan Sunni, kecuali dalam bidang imamat.

Silsilahnya tercatat sebagai berikut.

208

209

kelaliman di muka bumi dan membangun kekuasaan penuh keadilan menjelang datang hari

kiamat. Lihat: Joesoef Sou’yb, op.cit, him.544-545,

Perlu diketahui, bahwa Syi’ah Zaidiyah di Yaman saat ini telah mengalami eksodus

mengikuti Syi’ah Iran.

Ulama besar di Indonesia pada umumnya memiliki kitab Nailul Authar (suatu kitab syariat)
yang dikarang oleh tokoh aliran Zaidiyah, yaitu Muhammad Al-Syaukani (wafat 1250
H/1834 M). Kitab ini merupakan kitab wajib pada kebanyakan perguruan Islam di Indonesia
sekitar tahun tigapuluhan dan empatpuluhan. Hal ini membuktikan bahwa literatur aliran

Zaidiyah itu dapat diterima oleh aliran Sunni di dalam permasalahan Hukum Islam.
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Bagan 9. Aliran Zaidiyah

ALI BIN ABI THALIB
(W. 41H/661M)

'

AL-HUSAIN
(W. 61H/682M)

v

ALI ZAINAL ABIDIN
(W. 94H/713M)

M. AL BAQIR
(W. 113H/732M)

b

far

jabatan imamat tetap merupakan hak yang sah dari putera tertua

beserta turunannya.

Oleh karena itu aliran ini dinamakan aliran Ismailiyah. Kemudian
urutan keturunan dari Ismail bin Ja’far itu sampai kepada Ubaidullah
Al-Mahdi (wafat 322H/934M). Termasuk ke dalam aliran Ismailiyah
ini adalah kelompok-kelompok yang sangat ekstrem, seperti
kelompok Qaramithah, Hassyasyin, Druzz, Fathimiah, dan berbagai

pecahan lainnya. Silsilahnya tercatat sebagai berikut.

210 Karena inilah, maka aliran Dua Belas Imam menyatakan bahwa jabatan imamat dilanjutkan
kepada putera yang kedua, yaitu Musa Al-Kazhim.
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Bagan 10. Aliran Ismailiyah

ALI BIN ABI THALIB
(W. 41H/661M)

AL-HUSAIN
(W. 61H/682M)

A 4

ALI ZAINAL ABIDIN
(W. 94H/713M)

M. AL BAQIR
(W. 113H/732M)

JA’FAR AS-SHADIQ
(W. 148H/766M)

MUSA AL-KAZHIM
(W. 188H/799M)

Sekte-sekte dan membentuk banyak
pecahan yang bersumber dari keturunan imam pertama mereka yakni Ali
bin Abi Thalib ra sebagaimana yang mereka klaim. Selain turunan pecahan
yang bersumber dari Imamiyyah, terdapat lagi sekte lain yang menyempal
terutama dari garis keturunan Ismail. Dari hasil penelusuran literatur,
menunjukkan bahwa perpecahan Syi’ah Imamiyah yang paling banyak
terjadi ketika meninggalnya Imam Jafar as-Shadig ra, dengan
menimbulkan aliran Ismailiyah sebagai sekte tersendiri di luar Itsna
Asyariyah yang mengklaim jabatan imam jatuh pada Imam Musa al-
Kadzim. Adapun Imam Zaid ra ditolak oleh Itsna Asyariyah karena
mengakui kekhalifahan Abu Bakar as-Shiddiqg ra dan Umar bin Khaththab
ra. Menurut Nasir al-Din, kelompok Syi’ah terpecah kepada lima
kelompok besar, yaitu Syi’ah Ghulat, Syi’ah Zaidiyyah, Syi’ah
Kaisaniyyah, Syi’ah Imamiyyah, dan Syi’ah Ismailiyyah. Syi’ah Ghulat
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terpecah menjadi 24 (dua puluh empat) kelompok, Syi’ah Zaidiyyah
terpecah menjadi 9 (sembilan) kelompok, Syi’ah Kaisaniyyah terpecah
menjadi 6 (enam) kelompok, Syi’ah Imamiyyah terpecah menjadi 39
(tigapuluh sembilan) kelompok dan dan Syi’ah Ismailiyyah terpecah

menjadi 8 (delapan) kelompok.?!!
b. Perbedaan Pandangan di Bidang Teologis

Antara Sunni dengan Syi’ah terdapat perbedaan yang sangat tajam, dan

keduanya sangat mustahil untuk dipertemukan (tagrib) sebagaimana

diwacanakan oleh beb . Per enegaskan adanya saling
penegasiansatu dengan yang lai Wﬁegasian dimaksud terkait dengan
perbedaan dalamt ru n % ukun slam serta berbagai

perbedaan ajar

dan isteri N M mad

keyakinan téatang orgd{tas .

Untuk mengetah

seperti.kedudukarp ah v alifaly menyikapi sahabat

iwayatan hadist,

dalam bidang akidah da

nl.
Tabel 3. P ingan Ajaran dan Syi’ah
No Keyakinan Sunni Syi’ah
1 Rukun Islam 1. Dua kalimat Syahadat 1. Shalat
2. Shalat 2. Puasa
3. Puasa 3. Zakat
4. Zakat 4. Khumus
5. Haji 5. Haji
6. Amar Ma'ruf Nahi Munkar
7. Jihad
8. Wilayah
2 Rukun Iman 1. Iman kepada Allah 1. Tauhid
2. Iman kepada Malaikat 2. Nubuwah
3. Iman kepada Kitab-kitab 3. Imamah
4. Iman kepada Rasul 4. Al-Adl
5. Iman kepada Kiamat 5. Al-Maad
6. Iman kepada Qada dan
Qadar
3 Syahadat Dua kalimat Syahadat Tiga kalimat Syahadat (tambahan Imam)
4 Imam Imam dipercaya tapi tidak | Imam termasuk rukun dan Imam-imam
ma’shum adalah ma’shum.

211 Nasir al-Din Hindi, Al-Suyuf al-Mushrigah wa Mukhtasar al Sawa’iq al-Muhrigah,

Maktabah al-lmam al-Bukhari, Kaherah, 2008, hIm.59.
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No Keyakinan Sunni Syi’ah
5 Kekhalifahan 1. Pemimpin umat yang dibaiat | 1. Imam harus Ali bib Abi Thalib ra
berdasarkan  syarat-syarat beserta keturunannya dan bersifat
yang sah ma’shum.
2. Siapapun bisa menjadi | 2. Mempunyai sifat-sifat ketuhanan
khalifah 3. Kedudukannya lebih tinggi dari
3. Termasuk dalam masalah manusia biasa sebagai perantara
keduniaan dan kemaslahatan manusia dan Tuhan
4. Termasuk masalah keagamaan dan
keimanan
5. Sebagai penjaga dan pelaksana syariat.
6. Imam pasti benar.
6 Khulafaur Mengakui dan menghormati | Hanya mengakui Ali bin Abi Thalib ra dan
Rasyidin Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq | menganggap ketiganya merampas hak Ali
ra, Umar bin Khathab ra, | bin  Abi Thalib ra.Melaknat dan
Utsman bin Affan rag i | mengkafirkan Abu Bakar as-Shiddiq ra,
bin Abih mar. bin Khathab ra, dan Utsman bin
7 | Sahabat Nabi nghormatl menela ani, d Sebagian besar Sahabat Nabi telah murtad
n aja yang tidak murtad serta
jengutuk mereka.Sahabat
iddig ra dan Umar bin
bid’ah.
8 Istri Nabi t| Abu akar ra dianggap
bi bukan Ahlul Bait
9 | Qur’an (yang asli  Mushaf
10 | Hadit
duruhul Fagih
_ adits yang diriwayatkan oleh
6. Sun, 2 Syi’ah saja yang diterima yang
i d me ; bersumber dari para Imam.
syarat sah baik sanad dan matan
maka menjadi sumber hukum.
11 | Nikah Mut’ah Haram, sama dengan Zina Halal bahkan dianjurkan.
12 | Khamr/Minum Najis Suci
memabukkan
13 Raj’ah Tidak meyakini Raj’ah Meyakininya
14 Ijma Sebagai sumber hukum Tidak ada ijma kecuali bila Imam merestui
15 Shalat Membaca “amin” dianjurkan | Membaca “amin” membatalkan Shalat
bahkan sampai ada yang
mewajibkan
16 Imam Mahdi Mengakui Imam Mahdi dan | Imam Mahdi akan membangunkan Abu
disuruh mengikuti beliau ketika | Bakar as-Shiddiq ra, Umar bin Khathab ra
ia muncul untuk menegakkan | dan Aisyah binti Abu Bakar ra dari kubur
keadilan dan kedamaian lalu menyiksa mereka.
17 Orientasi Tidak mengkafirkan orang- | Menghalalkan darah Sunni, karena mereka
kelompok lain orang tertentu secara khusus dan | kafir tidak beriman kepada Imam
tidak  menghalalkan  darah
mereka.
18 Tagiyah Berdosa apalagi munafiq di | Boleh bahkan dianjurkan
(Berbohong) ancam neraka yang,  paling
bawah.

(Sumber: diolah dari berbagai sumber)
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Muhammad Thalib mencatat ada sebanyak 17 (tujuh belas) doktrin dalam
Syi’ah yang secara prinsip bertentangan dengan Sunni, ketujuh belas doktrin

tersebut adalah sebagai berikut:12

1.  Dunia dengan seluruh isinya adalah milik para imam Syi’ah. Mereka akan
memberikan dunia ini kepada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya
dari siapa yang dikehendakinya (al-Kulaini, Ushulul Kafi, him. 259, cet.
India). Jelas doktrin semacam ini bertentangan dengan firman Allah SWT,

surat al-A’raf (7: 128): “Sesungguhnya bumi ini semua milik Allah, dan

diwariskan-Nya u.-v ehendaki di antara hamba-hamba-

Nya.”. Kepercay@an Syi’ah di atas nunjuk @n penyetaraan kekuasaan

dan hal ini sudah pasti erakantipu daya Syi’ah terhadap kaum

muslimin dan kesucian akidahnya.

3. Paraimam Syi’ah merupakan wajah Allah, mata Allah, dan tangan-tangan
Allah yang membawa rahmat bagi para hamba Allah (Ushulul Kafi, him.
83).

4. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib oleh Syi’ah dikatakan menjadi wakil
Allah dalam menentukan surga dan neraka, memperoleh sesuatu yang tidak

diperoleh oleh manusia sebelumnya, mengetahui yang baik dan yang

212 Muhammad Thalib, “Perbedaan Pokok Pemikiran dan Ajaran Madzhab Sunni dan Syi’ah
Dalam Bidang Imamah dan Berbagai Kontroversinya,” makalah, dalam Seminar Sehari &
Diskusi Interaktif, “Polemik Suksesi Kekhalifahan dan Tragedi Berdarah Karbala:
Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Madzhab Isiam ”, Jakarta, Selasa 5 November 2013
/ 1 Muharram 1435 H. Lihat juga: Muhammad Thalib, Syi’ah : Menguak Tabir Kesesatan
dan Penghinaannya Terhadap Islam, EI-Qossam, Yogyakarta, 2007, him.36-39.
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10.

11.

12.

buruk, mengetahui segala sesuatu secara rinci yang pernah terjadi dahulu

maupun yang gaib (Ushulul Kafi, him. 84).

Keinginan para imam Syi’ah adalah keinginan Allah juga (Ushulul Kafi,
him. 278).

Para imam Syi’ah mengetahui kapan datang ajalnya dan mereka sendiri
yang menentukan saat kematiannya karena bila Imam tidak mengetahui
hal-hal semacam itu, maka tentu ia tidak berhak menjadi imam (Ushulul
Kafi, hIm. 158).

ui apa pun yang tersemB

dan menjawab,apa |@m@w a kepada

: ~
mengetahui hal ga\ aimapa yan ketahul (Ushulul Kafi, him.

Para imam mengeta nyi dan dapat mengetahui

ereka karena mereka

mengetahui apa yang akafwferjagdi®OleR sebab itu, menurut doktrin Syi’ah,

Allah bersifat bada’ (Ushulul Kafi, him. 232).

Para imam Syi’ah merupakan gudang ilmu Allah dan juga penerjemah ilmu
Allah. Para imam bersifat ma ’shum (bersih dari kesalahan dan tidak pernah
lupa apalagi berbuat dosa). Allah menyuruh manusia untuk menaati imam
Syi’ah, tidak boleh mengingkarinya, dan mereka menjadi hujjah
(argumentasi kebenaran) Allah atas langit dan bumi (Ushulul Kafi, him.
165).

Para imam Syi’ah sama dengan Rasulullah SAW (Ushulul Kafi, him. 165).

Dimaksud para Imam Syi’ah adalah Ali bin Abi Thalib, Husein bin Ali,
Hasan bin Ali, dan Muhammad bin Ali (Ushulul Kafi, him. 109).

Al-Qur’an yang ada sekarang telah berubah, dikurangi, dan ditambah
(Ushulul Kafi, hIm. 670). Salah satu contoh ayat al-Qur’an yang dikurangi
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13.

14.

15.

16.

17.

dari aslinya yaitu ayat al-Qur’an an-Nisa’ (4: 47), menurut versi Syi’ah
berbunyi: “Ya ayyuhalladzina uwtul kitaba aminu bima nazzalna fi ‘Aliyyin

nuranmubinan®. (Fashlul Khithab, him. 180)

Menurut Syi’ah, al-Qur’an yang dibawa Jibril kepada Nabi Muhammad
SAW ada 17 ribu ayat, namun yang tersisa sekarang hanya 6666 ayat
(Ushulul Kafi, him. 671)

Menyatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan, Muawiyah,
Aisyah, Hafshah, Hindun, dan Ummul Hakam adalah makhluk yang paling

jelek di muka bumi Ka 1ni ah musuh-musuh Allah. Barangsiapa

yang tidak me i @ﬁﬁ idaklah Sempurna imannya kepada
'l
Allah, Rasul-Nya, -imam aqgin, him. 519 oleh

sudah tidak suka kembalikan lagi kepadaku ™ (Al-Istibshar II1, him. 136
oleh Abu Ja’far Muhammad Hasan ath-Thusi).

Rasulullah SAW dan para shahabat akan dibangkitkan sebelum hari
kiamat. Imam Mahdi, sebelum hari kiamat, akan datang dan dia
membongkar kuburan Abu Bakar dan Umar yang ada di dekat kuburan
Rasulullah SAW. Setelah dihidupkan, kedua orang ini akan disalib.
(Haqqul Yagin, him. 360 oleh Mulla Muhammad Bagqir al-Majlisi).
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c. Implikasi Perbedaan

Kondisi perseturuan antara Sunni dengan Syi’ah berimplikasi kepada
validitasi ajaran Sunni yang dianggap oleh Syi’ah tidak mewakili ajaran keluarga
(Ahlul Bait) Nabi Muhamamd SAW. Hal yang sama juga berlaku kepada Syi’ah
yang oleh Sunnidi pandang telah menyimpang jauh (sesat) dari ajaran Islam dan
telah keluar dari Islam. Dalam perspektif Syi’ah, jalur penerimaan hadits
dipersempit hanya melalui riwayat Ahlul Bait. Kasyif al-Ghita mengatakan:

“Syi’ah tidak menerlma hadits- hadlts Nabl Muhammad SAW kecuali yang

dianggap sah dari_.ja U Sementara  hadits- hadlts yang

diriwayatkan olek
lain-lain tidak

hadits dari sahal ain Ahkan i duh bahwa sahabat
| | uhammad SAW. 215
Keyakinan itu bukandlagi dalamsdimensistetlogi, tetapi sudah dalam domain

ideologi Syi’ah.

Vali Nasr mengatakan bawa Péfbeddan antara Sunni dan Syi’ah adalah
hal yang penting dalam Islam. Dua paham atau sekte ini bersimpang jalan sejak
awal sejarah Islam, dan masing-masing memandang dirinya sebagai
kepercayaan yang murni. Perbedaan Sunni dan Syi’ah tidak hanya sekedar pada
pemahaman sejarah Islam, teologi dan hukum, tetapi juga dalam keyakinan dan
keimanan. 2'® Selanjutnya dikatakan, Syi’ah menekankan bahwa tanpa

kepemimpinan (imamah) yang benar, agama akan kehilangan arti dan tujuan

213

214

215

216

Kholili Hasib, Menghadang Ekspansi Syiah di Nusantara, Bina Aswaja, Surabaya, 2013,
him.9.

Nashir Makarim Syirazi, op.cit, him.54.
Ibid, him.9.

Vali Nasr, Kebangkitan Syiah : Islam, Konflik dan Masa Depan, Judul Asli : The Shia
Revival, How Conflicts within Islam Will Shape the Future, Penerjemah : M. Ide Murteza,
Diwan Publishing, Jakarta, 2007 him.31.
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sesungguhnya. Perbedaan antara Sunni dan Syi’ah menyangkut hal ini, tidak

hanya terkait dengan masalah teologis, namun juga politis.?*’

Dapat diketahui bahwa implikasi dari polarisasi antara Sunni dengan
Syi’ah lebih disebabkan oleh tiga faktor, yakni: historis-politis, teologis dan
religio-kultural. Ketiga faktor tersebutlah yang menyebabkan Sunni dan Syi’ah
selalu dalam kondisi saling menegasikan dan menimbulkan konflik yang
berkepanjangan. Bagian berikutnya akan menjelaskan tiga faktor tersebut yang
menjadi penyebab timbulnya konflik horisontal antara Sunni dengan Syi’ah.

C. Penelitian Relevan (T€rdahulu) dan KebaharuafPenelitian (Novelty)

1.

bandingan adalah
penelitian yang dllakLémleh Vioh ; ram Doktor IAIN
Sunan Ampel?Surab tahun | | j @ “Ti Iogi Pemahaman
Doktrin Syi’ahi di i lagi dimaksudkan dari hasil
penelitiannya mepunjuk ‘ke ek falisaSi itu terlihat dari
penampakan dalam m | aniya yang terwujud dalam bentuk

aksi-aksi ritual dan soSi4 ... at. Dijelaskan lebih lanjut
pembagian (kelompok) Syi’ah, aitu “Syi’a Ideologis”, “Su-Si” (Sunni-Syi’ah)
dan “Syi’ah Simpatisan”. Syi’ah ideologis yaitu mereka yang mengamalkan
doktrin Syi’ah secara total, sedangkan Su-Si adalah Syi’ah yang mengamalkan
doktrin Syi’ah separuh dan separuhnya lagi Sunni. Adapun Syi’ah simpatisan
adalah Syi’ah yang hanya bergerak pada rasa simpati dan apresiasi terhadap
pemikiran tokoh-tokoh Syi’ah, seperti Ali Syariati, Mutahhari dan lainnya.
Pembentukan dan pengkaderan Syi’ah ideologis ternyata cukup intensif di
Indonesia melalui pendidikan (sekolah dan pesantren), sebagai contoh di
Pesantren YAPI Bangil. Disertasi ini adalah yang pertama kali di Indonesia
dalam bidang kajian Syi’ah. Penelitian ini dilakukan secara holistik terhadap

aliran Syiah, selain tekstual juga menggunakan fenomenologi.

217 1bid, him.37.
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Penelitian berikutnya adalah yang dilakukan oleh Zulkifli yang berjudul
“The Struggle of the Shi'‘is in Indonesia““ pada Department of Islamic Studies,
Faculty of Humanities, Leiden University, tahun 2009. Penelitian ini difokuskan
pada periode antara tahun 1979 sampai dengan 2004. Penelitian ini didasarkan
pada penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Studi ini menggunakan
teori stigma yang diusulkan oleh sosiolog Goffman. Menurut teori Goffman,
kelompok stigma cenderung mengadopsi strategi yang sesuai dengan sistem
sosial yang didominasi oleh mayoritas. Hasil penelitian menunjukkan adanya

realitas multi-faceted yang dihadapiseleh Syi‘ah untuk hidup di tengah-tengah

mayoritas Sunni di In'esia. Oleh karena itu, Syia harus menerapkan strategi

" mana tagiyya

Muhammad Anis,
alaman Iran Pasca Revolusi
Pa: 7 Hidayatullah, Jakarta, tahun
2013. Penulis mengambil penddpat*Rébert’Dahl tentang tidak adanya standar
baku dalam sistem demokrasi. Oleh karenanya, sangat mungkin sistem
demokrasi di suatu tempat dalam suatu waktu berbeda bentuknya dengan sistem
demokrasi di tempat lain dalam waktu yang lain. Hasil penelitian menyatakan
bahwa konsep Wilayah al-Fagih (kepemimpinan seorang faqih) pada dasarnya
adalah kelanjutan dari konsep Imamah Syi’ah yang identik dengan pemikiran
Khomeini. Wilayah al-Faqgih adalah sebagai hasil fusi dari teologi politik,
filsafat politik dan figih politik. Ditegaskan bahwa politik Syi’ah yang
berlangsung di Republik Iran dapat bersesuaian dengan demokrasi. Iran adalah
republik yang pertama kali berhasil memadukan lembaga-lembaga politik
modern dengan konsep negara agama yang dikenal dengan sebutan Wilayah al-
Faqih.
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b. Tesis

Penelitian dalam bentuk tesis yang dijadikan perbandingan dalam
penelitian disertasi ini adalah tesis tentang kajian strategik intelejen dan tesis
ilmu hukum. Tesis pertama karya Robibur Rohman, dengan judul “Analisis
Kerawanan Konflik Sunni-Syi’i Terhadap Keamanan Nasional (Studi Terhadap
Konflik Sunni-Syi’i di Indonesia Menggunakan Pendekatan Warning
Intelelligence),” pada Fakultas Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian
Strategik Intelejen, Universitas Indonesia, tahun 2014.

dengan Syi’a - - il ﬁn 'ukkan : Jbahwa

mengekspor re Iusi id@gi imamah ke
juga berdampak pada dimensi keamanan dalaga'negeri. Eskalasi konflik Sunni-

seperti praktek-praktek f o :‘__o n pefifigatan, berdakwah terbuka, dan
penyebaran paham melalui media-media publikasi. Selain itu, faktor eksternal
juga memicu eskalasi konflik yaitu aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, dan

teknologi.

Selanjutnya karya Idi Amin dengan judul: “Kebijakan Formulasi Hukum
Pidana Terhadap Penanggulangan Delik Agama Dalam Rangka Pembaharuan
Hukum Pidana Indonesia,” pada program Magister Ilmu Hukum Program Pasca
Sarjana Universitas Diponegoro, 2007. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif
analitis dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penggunaan teori
dalam penelitian ini adalah teori-teori delik agama, teori politik kriminal dan
teori kebijakan kriminal (criminal policy).

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa hukum pidana saat ini
yang digunakan dalam upaya penanggulangan delik agama adalah Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun mengandung beberapa
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kelemahan pada substansi pengaturannya yaitu delik agama dikategorikan
sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum dan ada ketidakharmonisan antara
status dan penjelasan delik dengan teks atau rumusan delik. Formulasi hukum
pidana yang akan datang khususnya yang mengatur tentang delik agama
seyogyanya dirumuskan dengan mempertimbangkan pengintegrasian delik
agama dalam konsep KUHP tahun 2005 dengan mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut: pertama, harmonisasi materi/substansi tindak pidana. Kedua,
kebijakan formulasi pertanggung-jawaban pidana. Ketiga, kebijakan formulasi

sistem pidana dan pemidanaan. _

Bagan di bawa mempertegas pzbandin n penelitian dan terdapat

Tabgl erb Ham[@itian
S

No

Peneliti & Judul Hasil Penelitian

Mohammad T e “Tipolegi | Hasif" penelitiany menufjuk kepada wujud
Pemahaman Doktrin Syifah di Jawaye rnalis§ terlihat dari penampakan
Timur.” Pada P / alkan ‘keyakinannya yang
Sunan Ampel Sur aksi-aksi ritual dan
yarakat. Penelitian juga
- pembagian  (kelompok)
*Syi’ah Ideologis” “Su- Si”

| fasi ini adalah yang pertama kali di
Indonesia dalam bidang kajian Syi’ah.
Penelitian ini dilakukan secara holistik
terhadap aliran Syi’ah, selain tekstual juga
menggunakan fenomenologi.

Zulkifli ,“The Struggle of the Shi‘is in | Hasil penelitian menunjukkan adanya
Indonesia“. Pada Department of | realitas multi-faceted yang dihadapi oleh
Islamic  Studies,  Faculty  of | Syi'ah untuk hidup di tengah-tengah
Humanities, Leiden University, tahun | mayoritas Sunni di Indonesia. Oleh karena
2009. itu, Syi'ah harus menerapkan strategi
tertentu untuk mendapatkan pengakuan dan
penghormatan dari mayoritas Sunni. Tujuan
utama dari perjuangan Syi'ah di Indonesia
adalah untuk mendapatkan pengakuan dari
kaum Sunni mayoritas, baik awam dan
kelas agama. Dalam perjuangan mereka
untuk pengakuan, Syi'ah melakukan
dakwah, pendidikan, penerbitan, dan
organisasi  sosial keagamaan dimana
tagiyya diimplementasikan.
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Penanggulangan Delik Agama Dalam
Rangka Pembaharuan Hukum Pidana
Indonesia.” Pada program Magister
lImu Hukum Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro, 2007.

No Peneliti & Judul Hasil Penelitian

3 Muhammad Anis, “Politik Syi’ah dan | Hasil penelitian menyatakan bahwa konsep
Demokrasi: Pengalaman Iran Pasca | Wilayah al-Fagih (kepemimpinan seorang
Revolusi Islam 1979.” Pada Sekolah | fagih) pada dasarnya adalah kelanjutan dari
Pascasarjana UIN Syarif | konsep Imamah Syi’ah yang identik dengan
Hidayatullah, Jakarta, tahun 2013. pemikiran Khomeini. Wilayah al-Fagih
adalah sebagai hasil fusi dari teologi politik,
filsafat politik dan figih politik. Iran adalah
republik yang pertama kali berhasil
memadukan  lembaga-lembaga  politik
modern dengan konsep negara agama yang

_ dlkenal dengan sebutan Wilayah al-Fagih.
4 Robibur Rohman, ‘ nelitian  menunjukkan bahwa
Kerawanan  Konflikg® Sunni- Sy11 Jalam hubungan Sunni-Syi’ah
Terhadap Keamanan Nasional (Studi | di I uncul dari pergerakan
Terhadap Konflik®*SunnisSyili i ': 7 oWdicanangkan oleh Iran
Indonesia Menggunakam, R sebage nemiliki kepentingan
Warning InIelllgecpc ™ Padd [ | ~ revolusi  ideologi
Fakultas <etah v Nasional Syi’ahisasi juga
Kekhususan / ji 2 Si keamanan dalam
Intelejen, 4t iK®Sunni-Syi’ah di
tahun 2014." mum Merasal dari faktor
seperti praktek-

erayaan dan peringatan
penyebaran paham

ia- med| publikasi. Selain itu,
ga memicu eskalasi
polltlk ekonomi, sosial-
5 Idi Amin, enelitian diperoleh kesimpulan
Hukum Pidana hukum pidana saat ini yang

digunakan dalam upaya penanggulangan

delik agama adalah KUHP. Namun
mengandung beberapa kelemahan pada
substansi pengaturannya yaitu delik agama
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap
ketertiban umum. Selain juga ada
ketidakharmonisan antara status dan
penjelasan delik dengan teks atau rumusan
delik. Formulasi hukum pidana yang akan
datang - khususnya yang mengatur tentang
delik agama - dirumuskan dengan
mempertimbangkan pengintegrasian delik
agama dalam konsep KUHP tahun 2005
dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut: pertama, harmonisasi
materi/substansi tindak pidana. Kedua,
kebijakan formulasi pertanggung-jawaban
pidana. Ketiga, kebijakan formulasi sistem
pidana dan pemidanaan.
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Kesemua hasil penelitian yang disampaikan di atas tidak sama dengan
penelitian yang penulis lakukan. Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian
dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi yang mengambil obyek penelitian
tentang ekspansi ideologi transnasional Syi’ah Iran dan ancamannya terhadap
keutuhan dan kedaulatan NKRI belumlah ada. Begitupun tentang politik hukum
sistem ketahanan nasional dalam menghadapi adanya eskpansi ideologi
transnasional. Dapat dikatakan, penelitian yang penulis lakukan tidak ada

persamaannya.

2.

sebagai penguat berbagai teori tentang penerimaan hukum Islam yang telah ada
sebelumnya dan sekaligus menegaskan keberlakuan nilai-nilai syariat Islam (al-
Magashid Syariah) dalam sistem hukum positif Indonesia. Melalui teori
solvasisasi hukum, penerapan al-Magashid Syariah akan menjadi efektif ddalam
rangka menjaga kepentingan agama dan negara terkait dengan ancaman ekspansi
ideologi transnasional, khususnya ideologi Syi’ah Iran. Tidaklah berlebihan,
jika dikatakan bahwa penelitian disertasi ini adalah disertasi hukum pertama di
Indonesia yang meneliti politik hukum sistem hukum ketahanan nasional dalam
mengantisipasi dan menanggulangi ancaman ekspansi ideologi transnasional

Syi’ah Iran.

103



D.

Kerangka Pemikiran

Ide awal yang melatarbelakangi penelitian disertasi ini didasarkan pada
kenyataan terjadinya konflik antara kaum Sunni dengan Syi’ah yang telah
berlangsung sekian lama dan menggangu keamanan nasional.?'® Akar konflik
perlu dilakukan pengkajian yang komprehensif untuk mengetahui faktor-faktor
apa saja yang melatarbelakanginya. Selanjutnya, dari kesemua faktor yang
berpengaruh dalam konflik itu, harus ditemukan faktor utamanya. Selain itu,
perlu juga dilakukan analisis yuridis terhadap keberlakuan sistem hukum?® dan

tid '
ketahanan nasional. Siste Qetaha

dan diagostik j A;a, diara@n pad; eneli res@tif, aga dapat memberikan

suatu kontribusitkeilm dapat bermani

_ [ 4(_9”, ebijakan (baca: pemerintah),
jadi bukan hanya sebata$istitaber 4 ’ atuf) belaka. Suatu karya ilmiah
diharapkan dapat menciptaka uat ; eori yang baru agar bermanfaat bagi
kemajuan ilmu pengetahuan. Teori baru tersebut dapat diuji keberlakuannya
dengan memperbandingkan dengan teori yang serupa dan secara empiris dapat

digunakan kemanfaatannya. Dalam membentuk teori hukum, pendekatan

218

219

Fenomena konflik yang terjadi lebih ditunjukkan pada aspek teks dan konteks ajaran
keagamaan yang saling bertentangan antara kalangan Sunni dengan Syi’ah. Oleh karena itu,
penyelesaiannya juga harus dengan menggunakan pendekatan keagamaan, untuk menilai
terjadinya peyimpangan terhadap ajaran pokok agama. Turunan penyimpangan ajaran
pokok agama dalam hal ini ideologi-politik melahirkan suatu ancaman terhadap keutuhan
dan kedaulatan NKRI. Dua pokok ancaman yakni, kepentingan agama dan negara menjadi
analisis lanjutan dalam penelitian disertasi ini, dan tidak terpisahkan dari faktor-faktor
berpengaruh terjadinya konflik.

Sistem hukum dimaksudkan menunjuk kelembagaan aparat penegak hukum termasuk
lembaga terkait dan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum pidana,
keberlakuannya sangat tergantung pada politik hukum pidana, khususnya dalam bidang
perumusan ancaman terhadap keamanan nasional dan termasuk juga perumusan
kriminalisasinya.
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penelitian ini mengacu kepada konsep hukum yang bersifat kodrati dan berlaku
universal dan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum
nasional. Mengacu kepada pendekatan logico-hypotetico-verificative sebagai
siklus pengembangan teori baru, maka penalaran deduktif??° dan induktif??
memegang peranan penting dalam penelitian. Pada dasarnya metode ilmiah
dilandasi oleh kerangka pemikiran yang logis (logico), penjabaran hipotesis
yang merupakan deduksi dan kerangka pemikiran (hypotetico) dan verifikasi
terhadap hipotesis untuk menguji kebenarannya secara faktual.??2 Alur proses

berikut.

Baga 11, Proses Pet_"
¢ “‘\\g@m
: PERUMUSAN

L TEORI

pengembangan teori baru _.;:.e::

LOGICO
(DEDUKTIF)

VERIFIKATIF
(INDUKTIF)

PENGEMBANGAN
ILMU

ol

HIPOTETICO
(HIPOTESIS)

(Sumber: Abdul Chair Ramadhan, 2014)

220

221

222

Penggunaan logika deduktif dengan alat silogisme untuk membangun preskriptif kebenaran
hukum. Proses penalaran ini menempatkan kaidah hukum dalam peraturan perundang-
undangan, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin hukum sebagai premis mayor dan
fakta atau peristiwa hukum sebagai premis minor. Mukti Fajar & Yulianto Achmad,
Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,
him.122.

Penggunaan logika induktif berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian
digeneralisasi menjadi ketentuan umum. Ibid, him.123.

Deduktif adalah bersifat rasional, kebenaran berdasarkan koherensi (teori), hipotesis sebagai
asumsi yang menghubungkan deduktif dengan induktif, sedangkan induksi adalah bersifat
faktual, kebenaran korespondensi berdasarkan fakta yang ada.
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Penulis berpendapat, dalam memberlakukan hukum Islam dapat dilakukan
dengan mengambil asas-asasnya (norma) yang memiliki persamaan dengan
tujuan hukum itu sendiri. Hal ini didukung oleh pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy,
dikatakan bahwa dalam rangka pembaruan hukum Islam di Indonesia perlu
dilaksanakan metode talfiq dan secara selektif memilih pendapat mana yang
cocok dengan kondisi negara Indonesia. Di samping itu perlu digalakkan metode
komparasi yaitu metode yang memperbandingkan satu pendapat dengan
pendapat lain dari seluruh aliran hukum yang ada atau yang pernah ada, dan
memilih yang lebih baik dan lebih deka ked kebenaran serta didukung oleh

dalil yang kuat.??3

atau relasi interaktif (koorpo f) “anfar Keduanya. Teori ini didukung oleh
berbagai teori yang ada, seperti teori lingkaran konsentris, teori receptio a
contrario, teori receptio in complexu, teori pluralisme hukum (derajat kuat) dan
teori eksistensi hukum Islam. Kesemua teori tersebut menjadi landasan

pembentukan teori yang penulis kembangkan.

Khusus antara teori pluralisme hukum dan teori lingkaran konsentris

terdapat perbedaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

223

Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, him.
248.
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Tabel 5. Perbandingan Teori Pluralisme Hukum Dengan Lingkaran
Konsentris

Pluralisme Hukum
Posisi (Derajat) Hukum Agama Hukum Adat Hukum Positif
Pluralisme Rendah
Pluralisme Kuat

Lingkaran Konsentris

Posisi (Derajat) Agama Hukum Negara
Lingkaran ke-1
Lingkaran ke-2
Lingkaran ke-3

Perbedaan endah dengan teori
lingkaran konsentris Ief_lg s hukum agama dan

ditempatkan pada pil u dap mpengaruhi hukum dan
negara. Pada pluralis ajat Kuat, ke@kan hukum agama diakui
keberadaannya dan ti di ih refdale dari hukum negara (hukum

, <um dimaksudkan untuk penerapan al-
Magashid Syariah dalam rangkkep ting agama dan negara terkait dengan
ekspansi ideologi transnasional Syi’ah Iran. Gagasan teori solvasisasi hukum ini
menjadi penguat berbagai teori tentang penerimaan hukum Islam yang telah ada
sebelumnya. Melalui teori solvasisasi hukum ini, nilai-nilai al-Magashid

Syari’ah dapat diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia.

Sebagai penjelas keberlakuan teori solvasisasi hukum dalam hubungannya
dengan teori-teori lain, penulis tampilkan bagan yang menjelaskan posisi teori

solvasisasi hukum di bawah ini.
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Bagan 12. Posisi Teori Pelarutan (Solvasisasi) Hukum

LINGKARAN
KONSENTRIS

PLURALISME RECEPTIO
HUKUM (KUAT) A CONTRARIO

SOLVASISASI
HUKUM

RECEPTIO IN
COMPLEXU

’

solvasisasi hukum me .-’- pengintegrasi keberlakuan hukum Islam dalam

tata hukum Indonesidss RosiSi. o' , , i’ solvasisasi hukum juga
mempertemukan 5 (lima) teoring ffah ada, yakni teori lingkaran konsentris,
teori eksistensi, teori pluralisme hukum, teori receptie a contrario dan teori
receptie in complexu. Secara prinsip asas-asas hukum Islam bersifat universal
dan lebih prima dibandingkan dengan sistem hukum yang ada, namun ketika
asas-asas hukum Islam dilarutkan dengan sistem hukum yang lainnya dan

dipositifkan, maka hampir tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya.

Keberlakuan teori solvasisasi hukum dalam rangka membangun suatu
model sistem hukum ketahanan nasional yang tangguh merupakan suatu
kebutuhan, terutama menyangkut keyakinan agama (akidah) dari adanya
peyimpangan ajaran pokok agama yang terkait dengan masuknya ideologi
transnasional ke Indonesia. Negara (baca: pemerintah) harus memberikan

jaminan perlindungan atas kemurnian ajaran pokok agama.
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Apabila tidak ada payung hukum (umbrella act) yang menaungi
perlindungan atas kemurnian ajaran pokok agama, maka dapat dipastikan akan
menimbulkan konflik yang lebih besar lagi di kemudian hari. Keadaan ini sangat
tidak kita inginkan, karena dapat memecah-belah umat dan mengancam
keutuhan dan kedaulatan NKRI. Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan ideologi
transnasional, negara juga memiliki landasan kontitusional untuk melakukan
pencegahan masuk dan berkembangnya ideologi dimaksud dalam rangka

memperkokoh ketahanan nasional.

Pokok terpenting (o of gembangan teori yang dibangun adalah

lan ajaran agama dan
alkan keberlakuan
kewaspadaan nasi berbagai sumber
daya yang ' ahanan nasional
yang tanggul

transnasional, |
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Bagan 13. Penerapan Teori Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum
Ketahanan Nasional yang Tangguh

SISTEM
KETAHANAN NASIONAL
SAAT INI
PERTAHANAN | POLARISASIFUNGSI | | KEAMANAN NEGARA
NEGARA (TNI) HANKAM (POLRI)
ANCAMAN NIR-MILITER |¢] .- KEWASPADAAN
MENINGKAT | NASIONAL MELEMAH

SISTEM
KETAHANAN NASIONAL

ANCAMAN NIR-MILITER

DIHARAPKA
=
=
-

REKONSTRUKSI
SISTEM HANKAM

KEWASPADAAN

TERTANGGULANGI NASIONAL MENGUAT

\4 A 4

TEORI HUKUM TEORI CRITICAL TEORI HUKUM
RESPONSIF LEGAL STUDIES PROGRESIF
\ 4 \ 4 \ 4
PEMBENTUKAN TRASHING, PENERAPAN SISTEM
PERATURAN DECONTRUCTION & HUKUM KETAHANAN
PER-UU-AN GENEALOGY NASIONAL

Adanya ancaman nir-militer berupa ideologi transnasional memerlukan
suatu sistem ketahanan nasional yang tangguh. Ketahanan nasional merupakan
geostrategi Indonesia. Geostrategi adalah strategi atau suatu pelaksanaan
kebijakan politik dalam hal ini menyangkut keamanan nasional. Dalam konsep
keamanan nasional sudah terkandung aspek pertahanan dan keamanan
(keamanan publik maupun keamanan individu). Dalam membangun sistem
ketahanan nasional yang tangguh diperfukan adanya rekontruksi terhadap sistem

pertahanan dan keamanan. Untuk kepentingan ini, perlu menggunakan landasan
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teori untuk memberikan arahan atau petunjuk untuk memecahkan permasalahan
(problem solving). Teori critical legal studies digunakan untuk kepentingan
rekonstruksi yang positif terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
pertahanan yang belum mampu mengantisipasi dan menanggulangi masuk dan

berkembangnya ideologi transnasional.

Di sisi lain Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional belum dapat
diundangkan, karena belum adanya kesamaan persepsi antara TNI dan Polri.

Guna mendukung rekontruksi sistem pertahanan dan keamanan, peranan teori

dalam tahap pemh

ntukan peraturan ,perundang-undangan dan tahap
pelaksanaannya. ﬁ
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